
 

 

BAB I 
U M U M 

 
Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 dan Instruksi Presiden Nomor 15 

Tahun 1983 menetapkan tugas-tugas dan tanggung jawab di bidang pengawasan 
keuangan dan pembangunan yang dibebankan Pemerintah kepada BPKP. 

Tugas tersebut sangat luas dan tanggungjawab yang harus dipikul BPKP tidak 
ringan. BPKP bukan saja dibebani dengan tugas melaksanakan pengawasan, 
melainkan dibebani pula dengan tanggungjawab menyiapkan rencana dan program 
pengawasan bagi seluruh aparat pengawasan fungsional, memonitor pelaksanaan 
rencana dan program pengawasan serta hasil-hasil pengawasan, dan melakukan 
analisa hasil pengawasan untuk menjadi bahan penyusunan rencana dan program 
pengawasan selanjutnya serta untuk bahan penyempurnaan-penyempurnaan di 
bidang pengelolaan keuangan dan pembangunan.  

Pelaksanaan tugas-tugas pokok BPKP tersebut perlu didukung dengan 
kelancaran dan kemantapan arus informasi berupa penyampaian perkembangan 
pelaksanaan program pengawasan dan hasil-hasil pengawasan dari para pelaksana 
pengawasan kepada BPKP, agar informasi tersebut selanjutnya dapat diolah secepat 
mungkin menjadi laporan-laporan perkembangan pengawasan dan hasil-hasil tindak 
lanjutnya yang perlu disampaikan BPKP secara berkala kepada Pemerintah (para 
Menteri, Menko Ekuin dan Pengawasan Pembangunan, serta Presiden/Wakil 
Presiden) sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPKP di bidang 
pengawasan.  

Tanggungjawab BPKP tersebut antara lain mensyaratkan bahwa tiap hasil 
pengawasan perlu diikuti dengan langkah-langkah tindak lanjut yang memadai oleh 
para pejabat eksekutif yang bertanggung jawab di tingkat yang terbawah sampai 
pada tingkat tertinggi. Untuk dapat memenuhi persyaratan ini maka hasil-hasil 
pengawasan dan saran tindak lanjut perlu dibahas secara intensif oleh tiap pengawas 
dengan tiap pejabat eksekutif yang bertanggungjawab dan dimonitor pelaksanaan 
saran-saran tindak lanjutnya.  

Juga perlu disadari bahwa tanggungjawab tiap pejabat BPKP bukan berhenti 
sampai pada penerbitan hasil-hasil pemeriksaan dan rekomendasi, melainkan 
sampai kepada mengusahakan dan mengupayakan agar rekomendasi memperoleh 
tindak lanjut yang semestinya oleh para pejabat yang bertanggungjawab. 

Sehubungan dengan itu, tata usaha kegiatan pengawasan yang dimuat dalam 
petunjuk ini tidak terbatas pada tata usaha pelaksanaan pemeriksaan saja melainkan 
mencakup pula tata usaha hasil-hasil pengawasan dan perkembangan tindak 
lanjutnya yaitu untuk rnendukung pelaksanaan tanggungjawab BPKP tersebut di atas. 

Tata persuratan dan pelaporan ini juga memuat bagan keputusan dan 
penjelasannya yang merupakan petunjuk bagi tiap pejabat BPKP mengenai 
keputusan-keputusan yang perlu diambilnya manakala yang bersangkutan 
menerima informasi berupa temuan-temuan pemeriksaan dan saran tindak lanjut.  

Dengan rangkaian keputusan yang diambil pejabat BPKP tersebut diharapkan 
dapat dicapai peningkatan efektivitas pengawasan dan hasil-hasilnya.  

Selanjutnya tata pelaporan disusun agar dihasilkan kehematan dan daya guna 
dalam penggandaan laporan hasil pemeriksaan serta tercapainya efektivitas 
penyampaian hasil-hasil pengawasan dan saran tindak lanjut kepada pejabat yang 
bertanggungjawab.  



 

 

BAB IIBAB II  
POLA KERJA DAN ARUS INFORMASI Dl BIDANG PENGAWASANPOLA KERJA DAN ARUS INFORMASI Dl BIDANG PENGAWASAN  

 
1. Tiap pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh perwakilan BPKP dan oleh 

BPKP Pusat selaku pelaksana pemeriksaan harus diikuti dengan : 
1) Penelaahan kemungkinan adanya kasus-kasus yang diduga mengandung 

unsur tindak pidana (khusus dan atau umum) dan kasus-kasus yang 
menghambat kelancaran pembangunan. Dalam hal terdapat kasus semacam 
itu, perlu dilaksanakan pemeriksaan khusus terhadap kasus tersebut.  

2) Pelaporan hasil pemeriksaan yang terdiri dari langkah-langkah kerja sebagai 
berikut :  
(1) Menyampaikan temuan pemeriksaan dan rekomendasi tindak lanjut 

kepada pejabat yang bertanggungjawab memutuskan dan menyelesaikan 
saran tindak lanjut (laporan hasil pemeriksaan; saran tindak lanjutnya 
dipisahkan dengan tegas antara tindak lanjut yang harus diselesaikan oleh 
pejabat pada obyek pemeriksaan dengan tindak lanjut yang harus 
diselesaikan oleh pejabat di Pusat. 

(2) Operasi Tindak Lanjut (OTL), terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut 
:  
a. Membicarakan secara tuntas temuan hasil pemeriksaan dan 

rekomendasi tindak lanjut dengan pejabat yang bertanggungjawab. 
b. Menegaskan secara tertulis kepada pejabat yang bertanggungjawab 

hasil pembicaraan antara pejabat BPKP  dengan pejabat bersangkutan 
mengenai tanggapan dan keputusan pejabat yang bersangkutan 
terhadap saran tindak lanjut.  

c. Memonitor pelaksanaan tindak lanjut. 
d. Menegaskan kembali rekomendasi dalam hal tindak lanjut yang 

disepakati belum/tidak dilaksanakan.  
(3) Melaporkan kepada BPKP Pusat hasil-hasil pemeriksaan dan pelaksanaan 

operasi tindak lanjut (laporan hasil pemeriksaan disertai surat pengantar 
masalah dan laporan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut). 

3) Pencatatan pelaksanaan pemeriksaan, hasil-hasil pemeriksaan dan 
pelaksanaan tindak lanjut di dalam tata usaha kegiatan pengawasan (TKP).  

2. Tata usaha kegiatan pengawasan (TKP) menjadi dasar untuk penyusunan laporan-
laporan berkala sebagai berikut : 
1) Laporan bulanan realisasi program kerja pengawasan tahunan. 
2) Laporan bulanan realisasi pemeriksaan khusus. 
3) Laporan bulanan realisasi pemeriksaan gabungan (jika ada). 
4) Laporan bulanan realisasi pemeriksaan non program kerja dan pemeriksaan 

carry over. 
5) Laporan triwulanan perkembangan pengawasan dan pelaksanaan tindak 

lanjut (laporan hasil pengawasan). 
Bagi Perwakilan BPKP Propinsi, laporan bulanan realisasi pengawasan terdiri dari 
: 
1) Realisasi oleh BPKP, dan  
2) Realisasi oleh para aparat pengawasan fungsional lainnya di Daerah.  
Terdapat dua jenis TKP yaitu TKP mengenai obyek pemeriksaan dan kegiatan 
pelaksanaan pemeriksaan terhadapnya (TKP I) dan TKP mengenai kegiatan 
pengawasan sejak diterbitkan laporan hasil pengawasan sampai pelaksanaan 
tindak lanjut (TKP II). Petunjuk mengenai TKP I dan TKP II lihat Bab XI, XII dan XIII.  

3. BPKP Pusat tiap menerima laporan hasil pemeriksaan dan informasi mengenai 
pelaksanaan Operasi Tindak Lanjut (OTL) harus melakukan kegiatan sebagai    
berikut :  
1) Deputi Bidang Pengawasan 

(1) Menganalisa dan mengevaluasi laporan hasil pemeriksaan dan hasil 
operasi tindak ranjut untuk keputusan :  
a. Apakah diperlukan pembinaan lebih lanjut terhadap pelaksanaan 

pengawasan dan pelaporannya (Operasi Pembinaan Pelaksanaan 
Pengawasan, OP3);  

b. Apakah kasus yang diduga mengandung unsur tindak pidana (khusus 
dan atau. umum) dan kasus yang merupakan penghambat kelancaran 



 

 

pembangunan sudah dilaksanakan pemeriksaannya oleh kantor 
pelaksana ' pemeriksaan. Dalam hal belum, minta kantor pelaksana 
pemeriksaan untuk melakukan pemeriksaan khusus yang perlu;  

c. Apakah hasil-hasil pemeriksaan sudah dapat menjadi bahan untuk 
laporan hasil pengawasan selanjutnya (laporan konsolidasi, laporan 
final).  

(2) Menyampaikan temuan pemeriksaan dan rekornendasi tindak lanjut 
kepada pejabat di Pusat menurut bidang tanggungjawabnya. 

(3) Melaksanakan Operasi Tindak Lanjut (OTL) :  
a. Membicarakan temuan pemeriksaan dan rekomendasi tindak lanjut 

dengan pejabat yang bertanggungjawab;  
b. Menegaskan secara tertulis kepada pejabat yang bertanggungjawab 

hasil pembicaraan pejabat BPKP dengan pejabat yang bersangkutan 
mengenai tanggapan dan keputusan pejabat yang bertanggungjawab 
terhadap saran tindak lanjut.  

c. Memonitor pelaksanaan tindak lanjut;  
d. Menegaskan kembali rekomendasi dalam hal tindak lanjut yang 

disepakati belum/tidak dilaksanakan.  
. 

(4) Mencatat temuan pemeriksaan, rekomendasi tindak lanjut, pelaksanaan 
tindak lanjut di Pusat dan di Daerah dan hambatan pelaksanaan tindak 
lanjut ke dalam tata usaha kegiatan pengawasan (TKP).  

2) Deputi Bidang Pengawasan Khusus  
Menganalisa dan mengevaluasi apakah hasil-hasil pemeriksaan khusus telah 
memenuhi syarat untuk pemrosesan tindak lanjutnya.  

3) Deputi Bidang Perencanaan Analisa  
Menganalisa dan mengevaluasi apakah hasil-hasil pengawasan telah 
memperoleh tindak lanjut yang memadai sebelum hasil pengawasan menjadi 
bahan untuk laporan berkala pelaksanaan pengawasan kepada Pemerintah.  

4. Kegiatan yang diuraikan dalam butir 3 juga berlaku bagi Perwakilan BPKP yang 
bertindak sebagai Kantor Penanggungjawab Pemeriksaan manakala menerima 
laporan hasil pemeriksaan dari Kantor Pendukung Pemeriksaan.  

5. Para Direktur di bidang pengawasan berkewajiban menyusun laporan triwulanan 
dan tahunan perkembangan pengawasan dan tindak lanjut per 
Departemen/Lembaga untuk disampaikan kepada masing-masing Manteri Teknis 
yang bersangkutan dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 43 Keppres Nomor 
31 Tahun 1983.  
Penyampaiannya oleh Kepala BPKP kepada Menteri Teknis dan tembusan-
tembusannya kepada Menko Ekuin dan Pengawasan Pembangunan serta pejabat 
lain yang dianggap perlu dilakukan setelah laporan-laporan triwulan dari 
Direktur tersebut dikonsolidasikan menjadi laporan BPKP oleh Deputi Bidang 
Perencanaan dan Analisa.  

6. Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 45 Keppres Nonor 31 Tahun 1983, 
Deputi Bidang Perencanaan dan Analisa menyusun laporan triwulan dan tahunan 
pelaksanaan tugas BPKP berdasarkan laporan triwulan dan tahunan pelaksanaan 
tugas BPKP dari para Deputi, Kepala Pusat, dan Perwakilan BPKP Propinsi yang 
mereka sampaikan kepada Kepala BPKP .  

7. Laporan-laporan yang dihasilkan para pejabat BPKP ialah laporan pelaksanaan 
program dan laporan manajemen ringkas sebagai berikut :  
1) Para Deputi  

Laporan triwulan dan tahunan pelaksanaan tugas BPKP dalam bidang 
tanggungjawab masing-masing. Disampaikan kepada Kepala BPKP.  

2) Para Direktur  
(1) Laporan bulanan realisasi :  

a. program kerja pengawasan tahunan;  
b. pemeriksaan non program kerja dan pemeriksaan carry over;  
c. pemeriksaan gabungan;  
d. pemeriksaan khusus.  
yaitu bagi Direktorat yang melaksanakan sendiri perneriksaan-
pemeriksaan; laporan ini disampaikan kepada Deputi Bidang 
Perencanaan dan Analisa.  



 

 

(2) Laporan triwulan dan tahunan perkembangan pengawasan dan tindak 
lanjut per Departemen/Lembaga (sektoral) disusun berdasarkan tata 
usaha kegiatan pengawasan; laporan ini disampaikan kepada Deputi 
Bidang Perencanaan dan Analisa untuk menjadi bahan laporan Kepala  
BPKP kepada Menteri Teknis.  

3) Para Kepala Pusat  
Laporan triwlan dan tahunan pelaksanaan tugas BPKP di bidang 
tanggungjawabnya kepada Kepala BPKP dengan tembusan kepada Deputi 
pembina bidang yang bersangkutan.  

4) Para Kepala Perwakilan BPKP Propinsi  
(1) Laporan bulanan realisasi (BPKP dan non BPKP) :  

a. program kerja pengawasan tahunan;  
b. pemeriksaan non program kerja dan pemeriksaan carry over  
c. pemeriksaan gabungan  
d. pemeriksaan khusus,  
dilaporan ini disampaikan kepada Deputi Bidang Perencanaan dan dan 
Analisa.  

(2) Laporan triwulan dantahunan perkembangan pengawasan dan tindak 
lanjut (hasil pengawasan seluruh aparat pengawasan di Daerah) disusun 
berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan Perwakilan BPKP 
dan aparat pengawasan fungsional di Daerah serta hasil Operasi Tindak 
Lanjut. Dialamatkan kepada Kepala BPKP. 

(3) Laporan triwulan dan tahunan pelaksanaan tugas Perwakilan BPKP 
Propinsi, disusun berdasarkan laporan triwulan tiap bidang dan Bagian. 
Disampaikan kepada Kepala BPKP,  

5) Para KepalaPerwakilan Kabupaten/Kotamadya  
(1) Laporan bulanan realisasi :  

a. program kerja pengawasan tahunan;  
b. pemeriksaan non program kerja dan pemeriksaan carry over;  
c. pemeriksaan khusus.  

(2) Laporan triwulan dan tahunan perkembangan pengawasan dan tindak 
lanjut (hasil pengawasan Perwakiln BPKP Kabupaten/Kotamadya).  

(3) Laporan triwulan dan tahunan pelaksanaan tugas Perwakilan BPKP 
Kabupaten/Kotamadya.  
Laporan ini disampaikan kepada Kepala Perwakilan BPKP Propinsi.  

6) Deputi Bidang Perencanaan dan Analisa  
(1) Laporan bulanan realisasi (BPKP dan non BPKP) :  

a. program kerja pengawasan tahunan;  
b. pemeriksaan khusus;  
c. pemeriksaan gabungan;  
d. pemeriksaan non program kerja dan pemeriksaan carry over,  
disampaikan Deputi Bidang Perencanaan dan Analisa kepada Kepala BPKP 
.  

(2) Laporan triwulan dan tahunan perkembangan pengawasan dan tindak 
lanjut per Departemen/Lembaga, disampaikan Kepala BPKP kepada 
Menteri Teknis dan memuat hanya hasil-hasil pengawasan yang 
dilaksanakan BPKP; disusun berdasarkan laporan triwulan tiap Direktur di 
bidang pengawasan.  

(3) Laporan triwulan dan tahunan perkembangan pengawasan dan tindak 
lanjut, disampaikan Kepala BPKP kepada Menteri Ekuin dan Pengawasan 
Pembangunan dan Wakil Presiden, memuat hasil pengawasan seluruh 
aparat pengawasan fungsional, disusun berdasarkan laporan triwulan dan 
tahunan perkembangan pengawaan dan tindak lanjut (laporan hasil 
pengawasan) dari Perwakilan BPKP Propinsi, laporan triwulan dan tahunan 
basil pemeriksaan Inspektorat Jenderal, laporan triwulan dan tahunan 
pengawasan dan tindak lanjut per Departemen dari para Direktur .  

(4) Laporan triwulan dan tahunan pelaksanaan tugas BPKP , disampaikan 
Kepala BPKP kepada Presiden, disusun berdasarkan laporan triwulan dan 
tahunan pelaksanaan tugas para Deputi, para Kepala Pusat dan para 
Kepala Perwakilan BPKP Propinsi.  



 

 

8. Dalam Tabel 1 tercantum pola kerja dan arus informasi yang disajikan dalam 
sebuah bagan dan dalam Tabel 2 dan 3 tercantum Bagan Keputusan I untuk 
Kantor Penanggungjawab Pemeriksaan dan BPKP Pusat dan Bagan Keputusan II 
untuk Kantor Pendukung Pemeriksaan, Kantor Penanggungjawab Pemeriksaan 
dan BPKP Pusat. Tabel 4 mencantumkan Bagan Keputusan II untuk BPKP Pusat 
selaku Kantor Pelaksana Pemeriksaan.  
Tabel 5 mencantumkan Prosedur Operasi Baku yaitu langkah-langkah kerja yang 
dibakukan.  

 
 

BAB III 
TATA PERSURATAN  

Dl BIDANG PELAKSANAAN PENGAWASAN 
 
Tata persuratan pelaksanaan pengawasan pada Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan untuk Tingkat Pusat dan Tingkat Daerah adalah sebagai berikut :  
1. Penandatanganan surat oleh Kepala BPKP  

1) Surat-surat yang ditujukan kepada Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah 
Non Departemen, dan Pimpinan Instansi lain setingkat;  

2) Surat-surat kepada Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara;  
3) Surat-surat yang meminta tindak lanjut Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ;  
4) Penetapan kebijaksanaan pengawasan dan pengaturan pelaksanaan 

pengawasan yang berlaku untuk seluruh BPKP,  
2. Penandatanganan surat oleh Deputi Kepala BPKP atas nama Kepala BPKP  

1) Surat-surat yang ditujukan kepada Pejabat Eselon I dan Direksi Badan Usaha 
Milik Negara;  

2) Surat pengantar masalah (transmittal letter) dari laporan pemeriksaan 
akuntan atas laporan keuangan Badan Usaha Milik Negara;  

3) Surat pengantar masalah dari laporan pemeriksaan akuntan atas laporan 
keuangan Pertamina, kontraktor minyak asing, perusahaan patungan 
Pertamina dan cabang usaha Pertamina.  

3. Penandatanganan surat oleh Deputi Kepala BPKP  
Surat-surat intern BPKP yang merupakan pelaksanaan dari kebljjaksanaan 
pengawasan yang ditetapkan Kepala BPKP di bidang pengawasan yang menjadi 
tanggung jawab Deputi yang bersangkutan.  

4. Penandatanganan surat oleh Direktur  
1) Surat-surat intern BPKP yang merupakan pembinaan pelaksanaan 

pengawasan di bidang yang menjadi tanggung jawab Direktur yang 
bersangkutan ;  

2) Surat penugasan dalam rangka melaksanakan program kerja pengawasan 
tahunan dan pemeriksaan khusus.  

5. Penandatanganan surat oleh Kepala Perwakilan BPKP Propinsi  
1) Surat-surat yang ditujukan kepada Pejabat di Daerah yang bersangkutan dan 

kepada Pimpinan Badan Usaha Milik Negara dan Milik Daerah di wilayah 
kerjanya. Bagi Perwakilan BPKP DKI Jaya, termasuk pula surat-surat kepada 
Pejabat Eselon I sepanjang mengenai pelaksanaan pemeriksaan yang 
ditugaskan kepadanya;  

2) Surat pengantar masalah dari laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan 
Perwakilan BPKP Propinsi kepada BPKP Pusat;  

3) Surat penugasan dalam rangka melaksanakan program kerja pengawasan 
tahunan dan pemeriksaan khusus;  

4)  Surat-surat intern Perwakilan BPKP dalam rangka pembinaan pelaksanaan 
pengawasan, surat kepada Perwakilan BPKP lain, dan surat kepada BPKP 
Pusat di bidang pelaksanaan pengawasan.  

6. Penandatanganan surat oleh Kepala Perwakilan BPKP Kabupaten/Kotamadya  
1) Surat yang ditujukan kepada Pejabat di Daerah Tingkat II dan kepada 

Pimpinan Badan Usaha Milik Negara/Milik Daerah di Daerah Tingkat II;  
2) Surat pengantar masalah dari laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan 

kepada Perwakilan BPKP Propinsi;  
3) Surat penugasan dalam rangka melaksanakan program kerja pengawasan 

tahunan dan pemeriksaan khusus;  



 

 

4) Surat-surat intern Perwakilan BPKP Kabupaten/Kotamadya dalam rangka 
pembinaan pelaksanaan pengawasan, dan surat kepada Perwakilan BPKP 
Propinsi.  

 
 
 

BAB IVBAB IV  
TATA PELAPORANTATA PELAPORAN  

Dl BIDANG PENGAWASANDl BIDANG PENGAWASAN  
  
BENTUK LAPORANBENTUK LAPORAN  
1. Laporan hasil pemeriksaan oleh BPKP  dilakukan dengan menggunakan salah satu 

bentuk laporan sebagai berikut:  
1) Laporan bentuk formal, disebut pula laporan bentuk bab. 
2) Laporan bentuk surat.  
Laporan bentuk formal ialah laporan berkulit laporan dan dijilid dengan kuat, 
susunan isinya mengikuti sistematika tertentu yang terbagi dalam bab. Laporan 
bentuk surat merupakan laporan tanpa kulit laporan dan penjilidan yang kuat, 
dengan susunan isinya mengikuti sistematika yang digunakan dalam 
korespondensi.  

2. Tiap pejabat BPKP perlu menggunakan bentuk laporan yang sesuai dengan 
tujuan atau keadaan yang dihadapi dan tidak ada keharusan untuk selalu 
menggunakan laporan bentuk formal.  
Kriteria yang dipergunakan dalam memilih bentuk laporan yang  
sesuai dengan kebutuhan ialah :  
1) Efektivitas laporan untuk mengkomunikasikan hasil-hasil pemeriksaan 

kepada pejabat yang bersangkutan.  
2) Jumlah informasi yang dilaporkan. 
3) Peranan laporan.  
4) Kesan resmi yang ingin diperoleh dari laporan.  

 
3. Sebagai pedoman perlu dikemukakan bahwa makin tinggi kedudukan seorang 

pejabat, makin sedikit waktu yang dapat disediakannya untuk mempelajari suatu 
masalah. Masalah yang disampaikan kepadanya hendaknya dalam bentuk yang 
ringkas, langsung mengenai hal-hal yang termasuk dalam bidang tanggung 
jawabnya.  
Masalah yang disampaikannya hendaknya tidak terlalu detail agar sesuai dengan 
ruang lingkup tanggung jawabnya yang luas. Sebaliknya bagi pejabat yang lebih 
rendah kedudukannya, perincian yang bersifat teknis diperlukan yaitu sesuai 
dengan tanggung jawab teknis pejabat yarg bersangkutan.  

4. Laporan akuntan yang memuat pendapat akuntan atas laporan keuangan badan 
usaha atau proyek harus selalu menggunakan laporan bentuk formal dalam hal 
laporan akuntannya merupakan laporan akuntan bentuk panjang.  

5. Laporan hasil pemeriksaan khusus kasus-kasus tindak pidana perlu dilaporkan 
kepada BPKP Pusat dengan menggunakan laporan bentuk formal dan selalu 
diperlakukan sebagai laporan rahasia.  

 
PENANDATANGANAN LAPORAN  
1. Laporan hasil pemeriksaan ditandatangani oleh Penanggungjawab pemeriksaan. 

Bertindak sebagai Penanggungjawab pemeriksaan ialah pejabat Eselon II di 
lingkungan BPKP.  

2. Disesuaikan dengan kebutuhan, Kepala ' BPKP dapat menunjuk 
Penanggungjawab Pemeriksaan dengan Eselon jabatan yang lebih tinggi atau 
lebih rendah dari Eselon II.  

3. Kepala Perwakilan BPKP Propinsi diberi wewenang untuk menunjuk Kepala 
Perwakilan BPKP Kabupaten/Kotamadya sebagai Penanggungjawab Peme 
riksaan.  

 
PELAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
1. Terdapat tiga sifat pelaporan hasil pemeriksaan:  



 

 

1) Pelaporan hasil perneriksaan dukungan, diterbitkan oleh Kantor Pendukung 
Pemeriksaan, Pemeriksaan dukungan ialah pemeriksaan yang kesimpulannya 
bersifat membantu menghasilkan kesimpulan akhir suatu pemeriksaan.  

2) Pelaporan hasil pemeriksaan tanpa dukungan, diterbitkan oleh Kantor 
Penanggungjawab Pemeriksaan. Pemeriksaan tanpa dukungan ialah yang 
bersifat mandiri sehingga kesimpulan akhir pemeriksaan tidak memerlukan 
dukungan dari pemeriksaan-pemeriksaan lain.  

3) Pelaporan hasil pemeriksaan konsolidasi, diterbitkan oleh kantor 
Penanggungjawab Pemeriksaan. Pemeriksaan ini kesimpulan akhirnya 
bersifat gabungan dari kesimpulan-kesimpulan pemeriksaan dukungan.  

2. Seperti dikemukakan pada Bab II Pola Kerja dan Arus I nformasi di Bidang 
Pengawasan, tiap pelaksanaan pemeriksaan harus di- ikuti dengan :  
1) Penelaahan perlunya dilakukan pemeriksaan khusus;  
2) Penyampaian temuan pemeriksaan dan rekomendasi tindak lanjut kepada 

obyek pemeriksaan, dilanjutkan dengan operasi Tindak Lanjut;  
3) Pelaporan hasil pemeriksaan dan pelaksanaan tindak lanjutnya kepada BPKP 

Pusat;  
4) Pencatatan pelaksanaan pemeriksaan, hasil-hasil pemeriksaan dan 

pelaksanaan tindak lanjut di dalam tata usaha kegiatan pengawasan.  
3. Pelaporan hasil pemeriksaan dan pelaksanaan .tindak lanjut kepada BPKP Pusat 

ditentukan sebagai berikut :  
1) Hasil pemeriksaan dukungan disampaikan oleh kantor Pendukung 

Pemeriksaan kepada Kantor Penanggungjawab Pemeriksaan dengan 
tembusan kepada Deputi Bidang Pengawasan yang bersangkutan.  

2) Hasil pemeriksaan tanpa dukungan disampaikan oleh Kantor 
Penanggungjawab Pemeriksaan kepada Deputi Bidang Peng- awasan yang 
bersangkutan dengan tembusan kepada Deputi Bidang Perencanaan dan 
Analisa.  

3) Hasil pemeriksaan konsolidasi disampaikan oleh Kantor Penanggungjawab 
Pemeriksaan kepada Deputi Bidang Pengawasan yang bersangkutan dengan 
tembusan kepada Deputi Bldang Perencanaan dan Analisa.  

4. Penyampaian laporan hasil pemeriksaan kepada BPKP Pusat harus disertai surat 
pengantar masalah yang memuat hal-hal yang rnemerlukan perhatian atau perlu 
ditangani oleh BPKP Pusat, tindak lanjut yang telah dilaksanakan serta pokok-
pokok masalah yang dilaporkan.  
Hal yang sama juga berlaku untuk menyampaikan laporan hasil pemeriksaan 
dukungan kepada Kantor Penanggungjawab Pemeriksaan.  

5. Penyampaian temuan pemeriksaan dan rekomendasi tindak lanjut dalam laporan 
hasil pemeriksaan kepada pejabat yang bertang- gungjawab pada obyek 
pemeriksaan perlu memisahkan dengan jelas saran tindak lanjut yang perlu 
menjadi perhatian dan perlu ditangani oleh pejabat tersebut sesuai dengan 
batas-batas wewenang dan tanggung jawabnya serta saran tindak lanjut yang 
wewenang keputusannya berada di tangan pejabat lain atau pejabat yang lebih 
tinggi. Dengan demikian tidak akan timbul keragu-raguan dari pejabat pada 
obyek pemeriksaan mengenai tanggung jawabnya terhadap pelaksanaan saran 
tindak lanjut.  

6. BPKP Pusat cq Deputi Bidang Pengawasan yang bersangkutan menyampaikan 
hasil pemeriksaan BPKP serta rekomendasi tindak lanjutnya kepada pejabat yang 
bertanggungjawab dan dilanjutkan dengan Operasi Tindak Lanjut yang perlu.  
Hasil pemeriksaan BPKP serta rekomendasi tindak lanjutnya yang disampaikan 
kepada para pejabat yang bertanggungjawab dengan menggunakan laporan 
bentuk formal harus selalu disertai dengan surat pengantar masalah yang 
memuat hal-hal yang memerlukan perhatian atau perlu ditangani oleh pejabat 
yang bersangkutan, tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh para pejabat 
bawahan serta pokok-pokok masalah yang dilaporkan. 

7. Secara berkala, BPKP Pusat menyampaikan kepada masing-masing 
Menteri/Pimpinan Lembaga, hasil pemeriksaan mengenai satuan kerja, proyek 
dan badan usaha dalam lingkungannya, pelaksanaan tindak lanjut yang telah dan 
akan dilaksanakan oleh para pejabatnya, serta masalah-masalah yang masih 
memerlukan perhatian, atau perlu ditangani oleh Menteri/ Pimpinan Lembabaga 
yang bersangkutan. 



 

 

8. BPKP Pusat menyampaikan kepada Jaksa Agung/Kepala Kepolisian Negara hasil-
hasil pemeriksaan khusus yang memerlukan penuntutan pidana dan secara 
berkala atau insidentil melaporkan kepada Menteri EKUIN dan WASBANG tindak 
lanjutnya dan penyelesaiaannya. 

 
 
 

BAB V BAB V   
PENGGANDAAN DAN DISTRIBUSIPENGGANDAAN DAN DISTRIBUSI LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  

  
3.3.  HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN BUMNHASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN BUMN  

1) Laporan hasil pemeriksaan dukungan yang diterbitkan oleh Kantor 
Pendukung Pemeriksaan dibuat rangkap 6 (enam} dengan distribusinya 
sebagai berikut:  
(1) Asli dan copy 1 dikirimkan kepada Kantor Penanggungjawab 

Pemeriksaan;  
(2) Copy 2 untuk obyek pemeriksaan sebagai dasar menyampaikan temuan 

pemeriksaan dan rekomendasi tindak lanjut;  
(3) Copy 3 dikirimkan kepada Deputi Bidang Pengawasan  yang 

bersangkutan;  
(4) Copy 4 dan 5 menjadi arsip Kantor Pendukung Pemeriksaan, satu copy 

untuk arsip unit pelaksana dan satu copy untuk pusat arsip.  
2) Laporan hasil pemeriksaan dukungan yang diterima Kantor 

Penanggungjawab Pemeriksaan diolah lebih lanjut menjadi laporan hasil 
pemeriksaan konsolidasi/gabungan, dibuat rangkap 9 (sembilan) dengan 
distribusinya sebagai berikut:  
(1) Asli dan copy 1 s/d 5 dikirimkan kepada Deputi Bidang Pengawasan yang 

bersangkutan;  
(2) Copy 6 .dikirimkan kepada Deputi Bidang Perencanaan dan Analisa. ,  
(3) Copy 7 dan 8 menjadi arsip Kantor Penanggungjawab Pemeriksaan, satu 

copy untuk arsip unit pelaksana dan satu copy untuk pusat arsip.  
 

3) Laporan hasil pemerikasaan yang diterbitkan oleh kantor pelaksana 
pemeriksaan sebagai Kantor Penanggung jawab Pemeriksaan dibuat 
rangkap 9 (sembilan) dengan distribusinya sebagai berikut : 
(1) asli dan copy 1 s/d 5 dikirimkan kepada Deputi Bidang Pengawasan yang 

bersangkutan; 
(2) Copy 6 dikirimkan kepada Deputi Bidang Perencanaan dan analisa  
(3) Copy 7 dan 8 menjadi arsip kantor Penanggungjawab Pemeriksaan, satu 

copy untuk arsip unit pelaksana dan satu copy untuk pusat arsip. 
 
4) Laporan hasil pemeriksaan dari Kantor Penanggungjawab Pemeriksaan yang 

diterima Deputi bidang Pengawasan yang bersangkutan setelah penelaahan, 
didistribusikan sebagai berikut : 
(1) Asli  : untuk Menteri Tekhnis yang bersangkutan  sebagai dasar 

menyampaikan temuan pemeriksaan dan rekomendasi 
tindak lanjut serta yang telah dilaksanakan 

(2).Copy 1  : Untuk Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Moneter 
Dalam Negeri 

(3).Copy 2  :  untuk Direksi badan usaha yang bersangkutan 
(4). Copy 3  :.untuk Dewan Komisaris/Dewan Pengawas/Dirjen 

tergantung kepada bentuk hukum badan usaha 
(5). Copy 4  : untuk badan Pemeriksaan Keuangan 
(6). Copy 5  : untuk arsip direktorat pada Deputi bidang pengawasan 

yang bersangkutan. 
 
2. HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN DAN KETAATAN SATUAN KERJA DAN PROYEK 

PUSAT 
 



 

 

1) Laporan hasil pemeriksaan keuangan dan ketaatan yang diterbitkan oleh 
Kantor Pendukung Pemeriksaan dibuat rangkap 6 (enam) dengan distribusi 
sebagai berikut : 
(1) asli dan copy 1 dikirim kepada kantor Penanggungjawab Pemeriksa; 
(2) Copy 2 untuk obyek pemeriksaan sebagai dasar penyampaian temuan 

pemeriksaan dan saran tindak lanjut; 
(3) Copy 3 dikirim kepada Deputi Bidang Pengawasan yang bersangkutan ; 
(4) Copy 4 dan 5 menjadi arsip Kantor Pendukung Pemeriksaan, satu copy 

untuk arsip bidang dan satu copy untuk pusat arsip. 
2) Laporan hasil pemeriksaan dukungan yang diterima kantor 

Penanggungjawab Pemeriksaaan diolah lebih lanjut menjadi laporan hasil 
pemeriksaan konsolidasi/gabungan, dibuat rangkap 9 (sembilan) dengan 
distribusinya sebagai berikut: 
(1) Asli dan copy 1 sampai dengan 5 disampaikan kepada Deputi Bidang 

Pengawasan yang bersangkutan; 
(2) Copy 6 dikirimkan kepada Deputi Bidang Perencanaan dan Analisa; 
(3) Copy 7 dan 8 menjadi arsip Kantor Penanggungjawab Pemeriksaan, satu 

copy untuk arsip unit pelaksana dan satu copy untuk arsip. 
3) Laporan hasil pemeriksaan dari Kantor Penanggungjawab Pemeriksaan yang 

diterima deputi Bidang Pengawasan yang bersangkutan, setelah penelaahan 
didistribusikan sebagai  berikut: 
(1) Asli  : untuk Pejabat Departemen/Lembaga yang bertanggungjawab 

sebagai dasar menyampaikan temuan pemeriksaan dan 
rekomendasi tindak lanjut serta langkah tindak lanjut yang 
telah dilaksanakan.  

(2) Copy 1 : untuk Inspektorat Jenderal/Unit Pengawasan Lembaga yang 
bersangkutan.  

(3) Copy 2 : untuk Badan Pemeriksa Keuangan.  
(4) Copy 4 dan 5 : untuk arsip Direktorat pada Deputi Bidang Pengawasan 

yang bersangkutan. 
 
3. HASIL PEMERIKSAAN OPERASIONAL BADAN USAHA MlLIK NEGARA  

1) Laporan hasil pemeriksaan dukungan yang diterbitkan oleh Kantor 
Pendukung Pemeriksaan dibuat rangkap 6 (enam) dengan distribusinya 
sebagai berikut:  
(1) Asli dan copy 1 dikirimkan kepada Kantor Penanggungjawab 

Pemeriksaan.  
(2) Copy 2 untuk obyek pemeriksaan sebagai dasar menyampaikan temuan 

pemeriksaan dan rekomendasi tindak lanjut.  
(3) Copy 3 dikirimkan kepada Deputi Bidang Pengawasan yang 

bersangkutan.  
(4) Copy 4 dan 5 menjadi arsip Kantor Pendukung Pemeriksaan yaitu satu 

copy untuk arsip unit pelaksana dan satu copy untuk pusat arsip.  
2) Laporan hasil pemeriksaan dukungan yang diterima Kantor 

Penanggungjawab Pemeriksaan menjadi bahan bagi Kantor 
Penanggungjawab Pemeriksaan untuk menghasilkan laporan hasil 
pemeriksaan operasional sesuai dengan sasaran pemeriksaan yang 
ditetapkan.  
Laporan dibuat dalam rangkap 9 (sembilan) dengan distribusinya sebagai 
berikut: 
(1) Asli dan copy 1 s/d 4 dikirimkan kepada Deputi Bidang Pengawasan yang 

bersangkutan.  
(2) Copy 5 dan 6 dikirimkan kepada Deputi Bidang Perencanaan dan Analisa.  
(3) Copy 7 dan 8 menjadi arsip Kantor Penanggungjawab Pemeriksaan, satu 

copy untuk arsip unit pelaksana dan satu copy untuk pusat arsip.  
3) Laporan hasil pemeriksaan operasional BUMN yang diterima Deputi Bidang 

Pengawasan yang bersangkutan dari Kantor Penanggungjawab Pemeriksaan, 
setelah penelaahan didistribusikan lebih lanjut sebagai berikut:  
(1) Asli untuk Menteri Teknis yang bersangkutan atau Pejabat lain yang diberi 

tanggung jawab dalam pembinaan badan usaha yang bersangkutan.  



 

 

(2) Copy 1 s/d 3 untuk disampaikan kepada Pejabat lain yang dianggap perlu 
sebagai dasar untuk menyampaikan temuan pemeriksaan dan 
rekomendasi.  

(3) Copy 4 menjadi arsip Direktorat yang bersangkutan.  
 
4. HASIL PEMERIKSAAN OPERASIONAL PROGRAM PEMBANGUNAN  

1) Laporan hasil pemeriksaan dukungan yang diterbitkan oleh Kantor 
Pendukung Pemeriksaan dibuat rangkap 6 (enam) dengan distribusinya 
sebagai berikut:  
(1) Asli dan copy 1 dikirimkan kepada Kantor Penanggungjawab 

Pemeriksaan.  
(2) Copy 2 dikirimkan kepada obyek pemeriksaan sebagai dasar 

menyampaikan temuan perneriksaan dan rekomendasi tindak lanjut.  
(3) Copy 3 dikirimkan kepada Deputi Bidang Pengawasan yang 

bersangkutan.  
(4) Copy 4 dan 5 menjadi arsip Kantor Pendukung Pemeriksaan, satu copy 

untuk arsip unit pelaksana dan satu copy untuk pusat arsip.  
2) Laporan hasil pemeriksaan dukungan yang diterima Kantor 

Penanggungjawab Pemeriksaan diolah lebih lanjut menjadi japoran hasil 
pemeriksaan operasional berpedoman kepada sasaran pemeriksaan yang 
telah ditetapkan.  
Laporan dibuat dalam rangkap 9 (sembilan) dengan distribusi sebagai 
berikut:  
(1) Asli dan copy 1 s/d 4 disampaikan kepada Deputi Bidang Pengawasan 

yang bersangkutan. 
(2) Copy 5 dan 6 dikirimkan kepada Deputi Bidang Perencanaan dan Analisa.  
(3) Copy 7 dan 8 menjadi arsip Kantor Penanggungjawab Pemeriksaan, satu 

copy menjadi arsip unit pelaksana dan satu copy untuk pusat arsip. 
3) Laporan hasil pemeriksaan operasional yang diterima Deputi Bidang 

Pengawasan dari Kantor Penanggungjawab Pemeriksaan, setelah penelaahan 
didistribusikan lebih lanjut sebagai berikut:  
(1) Asli untuk Pejabat di Departemen/Lembaga yang bertanggungjawab atas 

keberhasilan program.  
(2) Copy 1 dan 2 untuk disampaikan kepada Pejabat lain yang dianggap perlu 

sebagai dasar menyampaikan temuan pemeriksaan dan rekomendasi.  
(3) Copy 3 disampaikan kepada Inspektorat Jenderal/Unit Pengawasan 

Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan.  
(4) Copy 4 menjadi arsip Direktorat yang bersangkutan.  

 
5. HASIL PEMERIKSAAN OPERASIONAL INSTANSI  

1) Laporan hasil pemeriksaan dukungan yang diterbitkan oleh Kantor 
Pendukung Pemeriksaan dibuat rangkap 6 (enam) dengan distribusinya 
sebagai berikut : 
(1) Asli dan copy 1 dikirimkan kepada Kantor Penanggungjawab 

Pemeriksaan.  
(2) Copy 2 dikirimkan kepada obyek pemeriksaan sebagai dasar 

menyampaikan temuan pemeriksaan dan rekomendasi tindak lanjut.  
(3) Copy 3 dikirimkan kepada Deputi Bidang Pengawasan yang 

bersangkutan.  
(4) Copy 4 dan 5 menjadi arsip Kantor Pendukung Pemeriksaan, satu copy 

untuk unit pelaksana dan satu copy untuk pusat arsip.  
2) Laporan hasil pemeriksaan dukungan yang diterima Kantor 

Penanggungjawab Pemeriksaan diolah lebih lanjut menjadi laporan hasil 
pemeriksaan operasional berpedoman kepada sasaran pemeriksaan yang 
telah ditetapkan. 
Laporan dibuat dalam rangkap 9 (sembilan) dengan distribusi sebagai 
berikut :  
(1) Asli dan copy 1 s/d 4 disampaikan kepada Deputi Bidang Pengawasan 

yang bersangkutan.  
(2) Copy 5 dan 6 dikirimkan kepada Deputi Bidang Perencanaan dan Analisa.  



 

 

(3) Copy 7 dan 8 menjadi arsip Kantor Penanggungjawab Pemeriksaan, satu 
copy untuk arsip unit pelaksana dan satu copy untuk pusat arsip.  

3) Laporan hasil pemeriksaan operasional yang diterima Deputi Bidang 
Pengawasan dari Kantor Penanggungjawab Pemeriksaan, setelah penelaahan 
didistribusikan lebih lanjut sebagai berikut :  
(1) Asli untuk Pejabat di Depar;temen/Lembaga yang bersangkutan.  
(2) Copy1 dan 2 untuk Pejabat lain yang dianggap perlu sebagai dasar 

menyampaikan temuan pemerlksaan dan rekomendasi.  
(3) Copy 3 untuk disampaikan kepada Inspektorat Jenderal/ Unit Pengawasan 

LPND. yang bersangkutan.  
(4) Copy 4 menjadi arsip untuk Direktorat yang bersangkutan.  

 
 
6. HASIL PEMERIKSAAN SATUAN KERJA, PROYEK DAN BADAN USAHA DARI 

PEMERINTAH DAERAH  
1) Laporan hasil pemeriksaan mengenai satuan kerja, proyek dan badan usaha 

dari Pemerintah Daerah yang diterbitkan Perwakilan BPKP selaku Kantor 
Penanggungjawab Pemeriksa- an dibuat rangkap 11 (sebelas0 untuk 
distribusi sebagai berikut :  
(1) Asli kepada Kepala Daerah yang bersangkutan.  
(2) Copy kepada Pejabat obyek pemeriksaan yang bertanggungjawab 

sebagai dasar menyampaikan temuan pemeriksaan dan rekomendasi 
tindak lanjut.  

(3) Copy kepada atasan Pejabatobyek pemetiksaan.  
(4) Copy kepada aparat pengawasan fungsional di Daerah.  
(5) Copy kepada Deputi Bidang Pengawasan yangbersangkutan (rangkap 3).  
(6) Copy kepada Deputi Bidang Perencanaan dan Analisa.  
(7) Copy sebagal arsip unit pelaksana dan pusat arsip pada Kantor 

Perwakilan BPKP.  
2) Deputi Bidang Pengawasan yang menerima laporan hasil pemeriksaan dari 

Perwakilan BPKP melakukan penelaahan laporan dan selanjutnya 
mendistribusikan laporan sebagai berikut :  
(1) Copy kepada pejabat yang bertanggungjawab di Departemen Dalam 

Negeri sebagai dasar menyampaikan temuan pemeriksaan, rekomendasi 
tindak lanjut serta tindak lanjut yang telah dilaksanakan di Daerah.  

(2) Copy kepada Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri.  
(3) Copy sebagai arsip Direktorat yang bersangkutan.  

3) Laporan Hasil Pemeriksaan mengenai satuan kerja proyek dan badan usaha 
dari Pemeriritah Daerah yang diterbitkan Perwakilan BPKP selaku Kantor 
Pendukung Pemeriksaan dibuat dalam rangkap 11 (sebelas) dengan 
distribusi sebagai   berikut :  
(1) Asli dan satu copy disampaikan kepada Kantor Penanggungjawab 

Pemeriksaan.  
(2) Copy untuk obyek pemeriksaan sebagai dasar menyampai- kan temuan 

pemeriksaan dan rekomendasi tindak lanjut.  
(3) Copy untuk disampaikan kepada atasan obyek pemeriksaan di Daerah.  
(4) Copy untuk disampaikan kepada Kepala Daerah yang bersangkutan.  
(5) Copy untuk disampaikan kepada aparat pengawasan fungsional di 

Daerah.  
(6) Copy untuk dikirimkan kepada Deputi Bidang Pengawasan yang 

bersangkutan.  
(7) Copy untuk arsip Kantor Pendukung Pemeriksaan, satu copy sebagai arsip 

unit pelaksana dan satu copy untuk pusat arsip.  
4) Laporan hasil pemeriksaan dukungan yang diterima Deputi Bidang 

Pengawasan selaku Kantor Penanggungjawab Perneriksaan dipergunakan 
sebagai bahan untuk menyusun laporan hasil pemeriksaan 
konsolidasi/gabungan dan laporan dibuat dalam rangkap yang cukup untuk 
didistribusikan sebagai berikut :  
(1) Asli disampaikan kepada Pejabat yang bertanggungjawab di Departemen 

Dalam Negeri.  
(2) Copy untuk Pejabat lain di Pusat dan di Daerah yang di- anggap perlu.  



 

 

(3) Copy untuk Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri.  
(4) Copy untuk Deputi Bidang Perencanaan dan Analisa.  
(5) Copy untuk arsip Direktorat yang bersangkutan.  

 
7.7.  HASIL EVALUASI TATA KERJA HASIL EVALUASI TATA KERJA   

1) Hasil pemeriksaan operasional khusus terhadap tata kerja sektor/bidang 
tertentu, laporannya disampaikan oleh Kantor Pelaksana Pemeriksaan kepada 
Deputi Bidang Perencanaan dan Analisa yang bertindak selaku Kantor 
Penanggungjawab Pemeriks:aan dalam tiap pemeriksaan tata kerja sistem 
administrasi. Kantor Pelaksana Pemeriksaan menerbitkan laporan dalam 
rangkap6 (enam) dengan distribusi sebagai berikut :  
(1) Asli dan copy 1 serta 2 disampaikan kepada Deputi Bidang Perencanaan 

dan Analisa.  
(2) Copy 3 untuk obyek pemeriksaan sebagai dasar menyampaikan temuan 

pemeriksaan dan rekomendasi.  
(3) Copy 4 dan 5 menjadi arsip Kantor Pelaksana Pemeriksaan, satu copy 

sebagai arsip unit pelaksana dan satu copy untuk pusat arsip.  
2) Kantor Penanggungjawab Pemeriksaan yang menerima laporan hasil 

pemeriksaan dari Kantor Pelaksana Pemeriksaan setelah penelaahan dan 
pengolahan menyampaikan hasil evaluasi tata kerja kepada para Pejabat 
yang bertanggung- jawab terhadap pelaksanaan tindak lanjut.  
Laporan hasil pemeriksaan dibuat dalam jumlah rangkap untuk memenuhi 
kebutuhan distribusi sebagai berikut :  
(1) Copy untuk para Pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan 

tindak lanjut.  
(2) Copy untuk para Pejabat lain yang perlu. 
(3) Copy untuk Deputi Bidang Perencanaan dan Analisa cq. Direktorat Analisa 

Hasil Pengawasan.  
(4) Copy untuk Inspektorat Jenderal/Unit Pengawasan Lembaga yang 

bersangkutan.  
(5) Copy untuk arsip Direktorat yang bersangkutan.  

 
8. HASIL PEMERIKSAAN KHUSUS  

1) Kantor Pelaksana Pemeriksaan Khusus Kasus-Kasus Hambatan Kelancaran 
Pembangunan menerbitkan laporan hasil pemeriksaan khusus dalam rangkap 
6 (enam) dengan distribusi sebagai berikut :  
(1) Asli dan copy 1 s/d 2 disampaikan kepada Deputi Bidang Pengawasan 

Khusus.  
(2) Copy 3 untuk obyek pemeriksaan sebagai dasar menyampaikan temuan 

pemeriksaan dan rekomendasi tindak lanjut.  
(3) Copy 4 dan 5 menjadi arsip Kantor Pelaksana Pemeriksaan yaitu satu copy 

sebagai arsip unit pelaksana dan satu copy untuk pusat arsip.  
2) Deputi Bidang Pengawasan Khusus yang menerima laporan hasil pemeriksaan 

khusus dari Kantor Pelaksana Pemeriksaan menelaah lebih lanjut laporan 
hasil pemeriksaan khusus tersebut untuk dasar menyampaikan temuan 
pemeriksaan dan rekomendasi lebih lanjut kepada para Pejabat yang 
bertanggungjawab dengan pelaksanaan tindak lanjut. Deputi Bidang 
Pengawasan Khusus membuat laporan hasil pemeriksaan dalam jumlah 
rangkap yang memenuhi kebutuhan distribusi sebagai berikut :  
(1) Copy untuk para Pejabat yang bertanggungjawab dengan pelaksanaan 

tindak lanjut.  
(2) Copy untuk Deputi Bidang Perencanaan dan Analisa (dua rangkap).  
(3) Copy untuk arsip Direktorat yang bersangkutan.  

3) Kantor Pelaksana Pemeriksaan Khusus Kasus-Kasus Tindak Pidana 
menerbitkan laporan hasil pemeriksaan khusus dalam rangkap 6 (enam) 
dengan distribusi sebagai berikut :  
(1) Asli dan copy 1 disampaikan kepada Deputi Bidang Pengawasan Khusus.  
(2) Copy 2 untuk atasan pihak yang terlibat dengan kasus tindak pidana.  
(3) Copy 3 untuk Deputi Bidang Perencanaan dan Analisa.  
(4) Copy 4 dan 5 menjadi arsip Kantor Pelaksana Pemeriksaan yaitu satu copy 

menjadi arsip unit pelaksana dan satu copy untuk pusat arsip.  



 

 

4) Deputi Bidang Pengawasan Khusus yang menerima laporan hasil pemeriksaan 
khusus kasus-kasus tindak pidana menelaah lebih lanjut laporan hasil 
pemeriksaan khusus tersebut untuk dasar menyampaikan temuan 
pemeriksaan kepada Jaksa Agung atau Kepala Kepolisian Negara.  

5)  Kasus-kasus tindak pidana yang disampaikan BPKP Pusat kepada Kejaksaan 
Agung atau Kepolisian Negara diberitahu- kan kepada Kantor Pelaksana 
Pemeriksaan untuk dasar menyiapkan lebih lanjut bahan-bahan yang akan 
diminta oleh aparat pengusut.  

 
 
9. PERWAKILAN BPKP KABUPATEN/KOTAMADYA  

Penggandaan dan distribusi hasil pemeriksaan oleh Perwakilan BPKP 
Kabupaten/Kotamadya mengikuti pedoman tersebut di atas dengan tambahan 
satu copy untuk Perwakilan BPKP Propinsi yang bersangkutan.  
Pengiriman laporan hasil pemeriksaan kepada Penanggungjawab Pemeriksaan 
dan kepada BPKP Pusat dilakukan melalui Perwakilan BPKP Propinsi yang 
bersangkutan.  

 

10 ENGGANDAAN LEBIH  

Dalam hal ada kebutuhan insidentil untuk menggandakan jumlah laporan 
hasil.pemeriksaan melebihi jumlah baku yan ditetapkan dalam petunjuk ini, 
maka pimpinan kantor diberi wewenang untuk mengambil keputusan.  
Dalam hal ada kebutuhan terus menerus untukri1enggandakan (laporan hasil 
pemeriksaan melebihi jumlah baku yang ditetapkan, maka masalahnya 
hendaknya disampaikan kepada Kepala BPKP sebelum dilaksanakan.  

 
11. UNIT PELAKSANA PENGARSIP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  

Disamping pusat arsip sebagai pusat penyimpanan kertas kerja pemeriksaan dan 
laporan hasil pemeriksaan maka terdapat unit  pelaksana yang dapat menyimpan 
copy laporan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 
1) Seksi pada Perwakilan BPKP Kabupaten/Kotamadya. 
2) Bidang pada Perwakilan BPKP Propinsi. 
3) Direktoratpada BPKP Pusat. 

 
12. SURAT PENGANTAR MASALAH  

Penerbitan surat pengantar masalah oleh Kantor Pendukung, Pemeriksan, Kantor 
Penanggung Jawab Pemeriksaan dan oleh Deputi Bidang Pengawasan, satu 
tembusannya hendaknya disampaikan kepada Deputi Bidang Perencanaan dan 
Analisa.  

 
13. PENELAAHAN LAPORAN  

1) Direktorat yang menerima laporan hasil pemeriksaan dari Kantor 
Penanggungjawab Pemeriksaan menelaah laporan hasil pemeriksaan sebagai 
bahan untuk :  
(1) pembinaan pelaksaaan. pemerisaan.  
(2) Analisa dan evaluasi hasil pemeriksaan. 
(3) operasi tindak lanjut.  
(4) pencatatan hasil pemeriksaan dan rekondasi tindak lanjut di Pusat dan di 

Daerah, serta hambatan pelaksanaan tindak lanjut, ke dalam tata usaha 
kegiatan pengawasan dalam rangka penyusunan laporan berkala hasil 
pengawasan (perkembangan pengawasan dan pelaksanaan tindak lanjut).  

2) Kantor Penanggungjawab Pemeriksaan yang menerima laporan hasil 
pemeriksaan dukungan melakukan kegiatan yang sama sebagaimana 
diuraikan pada butir 1) di atas. 

  
14. PEMERIKSAAN ATAS PERMINTAAN lNSTANSI LAIN (Pemeriksaan Non Program 

Kerja)  
1) Ada kemungkinan bahwa lnstansi Pemerintah selain lnstansi Kejaksaan Agung 

meminta bantuan BPKP untuk melakukan pemeriksaan.  



 

 

Pemeriksaan yang tidak diprogramkan ini (Pemeriksaan Non Program Kerja) 
hendaknya dikonsultasikan .dan dimintakan persetujuan terlebih dahulu dari 
Kepala BPKP .  
Hasil Pemeriksaan Non Program Kerja diterbitkan laporannya oleh Kantor 
Pelaksana Pemeriksaan dalam rangkap 6 (enam)  
dengan distribusi sebagai berikut :  
(1) Asli disampaikan kepada lnstansi yang meminta dilaku- kan pemeriksaan.  
(2) Copy 1 dan 2 disampaikan kepada Deputi Bidang Pengawasan yang 

bersangkutan.  
(3) Copy 3 dikirimkan kepada Deputi Bidang Perencanaan dan Analisa.  
(4) Copy 4 dan 5 menjadi arsip Kantor Pelaksana Pemeriksaan yaitu satu copy 

untuk arsip unit pelaksana dan satu copy untuk pusat arsip.  
2) Deputi Bidang Pengawasan yang menerima copy laporan hasil pemeriksaan 

non program kerja, menelaah laporan dan memutuskan apakah perlu 
menyampaikan temuan pemeriksaan dan rekomendasi tindak lanjut kepada 
Pejabat di Tingkat Pusat yang bertanggungjawab.  

3) Permintaan-permintaan pemeriksaan dari Instansi Kejaksaan Agung 
hendaknya mengikuti pedoman Kepala BPKP dalam surat Nomor S-
220/K/1983 .tanggal 18 Desember 1983 (Tabel 6).  

 
BAB VI 

PENGGANDAAN DAN DISTRIBUSI 
LAPORAN BULANAN REALISASI PEMERIKSAAN 

 
1. Dari Tata Usaha Kegiatan Pengawasan I (TKP I) yang diselenggarakannya, tiap 

Kantor Pendukung Pemeriksaan dan Kantor Penanggungjawab Pemeriksaan 
harus menghasilkan laporan bulanan realisasi pemeriksaan berupa :  
1) Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan.  
2) Pemeriksaan Khusus. 
3) Pemeriksaan Gabungan.  
4) Pemeriksaan Non Program Kerja.  
5) Pemeriksaan Carry Over.  
Untuk Perwakilan BPKP Propinsi, laporan bulanan realisasi harus dipisahkan 
antara realisasi pemeriksaan oleh BPKP dan realisasi pemertksaan oleh aparat 
pengawasan fungsional di Daerah.  

2. Laporan bulanan realisasi pemeriksaan dibuat rangkap 3 dengan distribusi :  
1) Asli dan copy 1 dikirimkan kepada Deputi Bidang Perencanaan dan Analisa.  
2) Copy 2 untuk arsip Kantor pengirim.  

3. Berdasarkan laporan bulanan realisasi pemeriksaan yang diterima dari 
Perwakilan BPKP Propinsi, dari Deputi Bidang Pengawasan yang melaksanakan 
sendiri pemeriksaan-pemeriksaan obyek pemeriksaan, dan dari Inspektorat 
Jenderal, Deputi BidangPerencanaan dan Analisa menyusun laporan bulanan 
realisasi pemeriksaan seluruh aparat pengawasan fungsional dalam rangkap 10 
(sepuluh) dengan distribusi sebagai berikut :  
1) Asli disampaikan kepada Kepala BPKP.  
2) Copy untuk para Deputi.  
3) Copy 8 dan 9 untuk arsip.  

 
Dalam laporan ini dikemukakan realisasi pemeriksaan oleh BPKP dan realisasi 
pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional lainnya.  
 

4. Laporan bulanan realisasi pemeriksaan harus memuat dua hal pokok yaitu :  
1) Laporan mengenai realisasi pemeriksaan.  
2) Laporan mengenai obyek-obyek pemeriksaan yang tidak mungkin lagi dapat 

dilaksanakan pemeriksaannya dan obyek- obyek pemeriksaan yang laporan 
hasil pemeriksaannya akan terlambat terbit.  

5. Pemeriksaan dukungan yang tidak mungkin dapat dilaksanakan atau yang akan 
terlambat terbit harus dilaporkan pula dengan surat tersendiri kepada Kantor 
Penanggungjawab Pemeriksaan pada kesempatan pertama. Dalam keadaan 
normal hendaknya dilaporkan selambat-lambatnya dua bulan sebelum tanggal 
rencana penerbitanlaporan yang bersangkutan.  



 

 

 
 

BAB VII  
PENGGANDAAN DAN DISTRIBUSI LAPORAN  

PERKEMBANGAN PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT (LAPORAN 
HASIL PENGAWASAN) 

 
Berdasarkan Tata Usaha Kegiatan Pengawasan II (TKP II) tiap Direktur dari Deputi 
Bidang Pengawasan menyusun laporan triwulanan dan tahunan perkembangan 
pengawasan dan tindak lanjut (laporan hasil pengawasan) per Departemen dalam 
rangkap 3 (tiga) dengan distribusi sebagai berikut:  
1) Asli untuk Deputi Bidang Pengawasan yang bersangkutan.  
2) Copy 1 dikirimkan kepada Deputi Bidang Perencanaan dan Analisa.  
3) Copy 2 untuk arsip.  

Berdasarkan laporan triwulanan dan tahunan para Direktur di bidang pengawasan, 
Deputi Bidang Perencanaan dan Analisa menyusun laporan triwulanan dan tahunan 
hasil pengawasan BPKP per Departemen.  
Laporan tersebut dibuat dalam jumlah rangkap sesuai dengan kebutuhan untuk 
distribusi sebagai berikut :  
1) Asli dikirimkan kepada Menteri Teknis yang bersangkutan.  
2) Copy untuk dikirimkan kepada Menteri EKUIN & WASBANG serta Pejabat lain 

yang dianggap perlu.  
3) Copy untuk arsip BPKP.  

Perwakilan BPKP Propinsi menyampaikan kepada Kepala BPKP laporan triwulanan 
dan tahunan perkembangan pengawasan dan pelaksanaan tindak lanjut di Daerah 
(hasil pengawasan seluruh aparat pengawasan fungsional di Daerah).  
Laporan dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan distribusi sebagai berikut:  
1) Asli disampaikan kepada Kepala BPKP.  
2) Copy 1 disampaikan kepada Gubernur KDH Tingkat I yang bersangkutan.  
3) Copy 2 untuk Deputi Bidang Perencanaan dan Analisa.  
4) Copy 3 untuk arsip Perwakilan BPKP Propinsi yang bersangkutan.  

Berdasarkan laporan triwulanan dan tahunan hasil pengawasan di Daerah yang 
dibuat oleh Perwakilan BPKP Propinsi, laporan-laporan triwulanan dan tahunan hasil 
pengawasan yang dibuat oleh Inspektorat Jenderal, laporan-laporan triwulanan dan 
tahunan hasil pengawasan per Departemen, serta hasil Operasi Pemantapan 
Pelaporan Berkala (OPB), Deputi Bidang Perencanaan dan Analisa menyusun laporan 
triwulanan dan tahunan hasil pengawasan seluruh aparat pengawasan fungsional.  
Laporan dibuat dalam rangkap 11 (sebelas) dengan distribusi sebagai berikut:  
1) Asli dikirimkan kepada Menko EKUI N & WASBANG.  
2) Copy 1 disampaikan kepada Wakil Presiden. . 
3) Copy 2 dan 3 untuk arsip BPKP.  
4) Copy untuk para Deputi.  
Perwakilan BPKP Propinsi/Kotamadya menyampaikan laporan berkala dan 
tahunannya kepada Kepala Perwakilan BPKP Propinsi.  
 
 

BAB VIII 
 PENGGANDAAN DAN DISTRIBUSI 

 LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS BPKP 
 

1. Kepala Perwakilan BPKP Propinsi, Kepala Pusat dan para Deputi menyampaikan 
kepada Kepala BPKP laporan triwulanan dan tahunan pelaksanaan tugas BPKP di 
bidang tanggung jawabnya masing-masing. laporan dibuat dalam rangkap 3 
dengan distribusi sebagai berikut:  
1) Asli disampaikan kepada Kepala BPKP.  
2) Copy 1 dikirimkan kepada Deputi Bidang Perencanaan dan Analisa.  
3) Copy 2 untuk arsip.  

2. Berdasarkan laporan berkala dan tahunan pelaksanaan tugas BPKP dari para 
Kepala Perwakilan BPKP, para Kepala Pusat dan para Deputi serta petunjuk-



 

 

petunjuk Kepala BPKP, Deputi Bidang Perencanaan dan Analisa menyusun 
laporan triwulanan dan tahunan pelaksanaan tugas BPKP. Laporan triwulanan 
dibuat rangkap 13 (tigabelas) dengan dis- tribusi sebagai berikut:  
1) Asli disampaikan kepada Presiden RI.  
2) Copy 1 disampaikan kepada Wakil Presiden.  
3) Copy 2 disampaikan kepada Menko Ekuin dan Wasbang.  
4) Copy 3 disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara.  
5) Copy 4 dan 5 untuk arsip BPKP .  
6) Copy untuk para Deputi.  

3. Laporan tahunan pelaksanaan tugas BPKP digandakan dalam jumlah copy yang 
mencukupi untuk distribusi intern BPKP kepada para Pejabat Eselon II dan untuk 
distribusi tersebut di atas.  

 
BAB IX 

PENGGANDAAN DAN DISTRIBUSI SURAT-SURAT DALAM RANGKA PROSEDUR 
OPERASI BAKU 

 
1. Operasi Tindak Lanjut (OTL)  

1) Operasi tindak lanjut (lihat Tabel 5) menuntut adanya penegasan secara 
tertulis hasil pembicaraan antara Pejabat BPKP dengan Pejabat obyek 
pemeriksaan mengenai rekomendasi tindak lanjut.  
Surat-surat pengawasan diterbitkan oleh Perwakilan BPKP di Daerah dan 
memuat tindak lanjut yang disarankan, tanggapan dan keputusan obyek 
pemeriksaan mengenai saran tindak lanjut, dibuat dalam rangkap yang cukup 
untuk distribusi sebagai berikut:  
(1) Asli disampaikan kepada Pejabat obyek pemeriksaan.  
(2) Copy untuk atasan Pejabat obyek pemeriksaan (dimaksudkan pula 

Bupati/Walikotamadya KDH Tingkat II dan Gubernur KDH Tingkat I ).  
(3) Copy untuk pimpinan aparat pengawasan fungsional yang bersangkutan.  
(4) Copy untuk Deputi Bidang Pengawasan yang bersangkutan.  
(5) Copy untuk Deputi Bidang Perencanaan dan Analisa.  
(6) Copy untuk arsip 1 copy diarsipkan berdasarkan waktu dan 1 copy 

diarsipkan berdasarkan permasalahan/obyek pemeriksaan).  
2) Penegasan tertulis yang diterbitkan oleh BPKP Pusat distribusinya adalah 

sebagai berikut:  
(1) Copy untuk Pejabat yang bertanggungjawab dengan pelaksanaan tindak 

lanjut.  
(2) Copy untuk Pejabat lain yang perlu, sesuai situasi yang dihadapi termasuk 

copy untuk Inspektur Jenderal/Pimpinan unit Pengawasan Lembaga 
Pemerintah Non Departemen.  

(3) Copy untuk Deputi Bidang Perencanaan dan Analisa.  
(4) Copy untuk Perwakilan BPKP menurut situasinya.  
(5) Copy untuk arsip.  

2. Operasi Pemantapan Tindak Lanjut (OPT)  
Surat-surat dalam rangka operasi pemantapan tindak lanjut (lihat Tabel 5) 
diterbitkan oleh Kepala Perwakilan BPKP Propinsi atau Direktur pada Deputi 
Bidang Pengawasan yang bersangkutan dan dibuat dalam rangkap 6 (enam) 
dengan distribusi sebagai berikut:  
1) Asli dikirimkan kepada Kantor Pelaksana Pemeriksaan.  
2) Copy 1 dikirimkan kepada Kantor Penanggungjawab Pemeriksaan dalam hal 

Kantor Pelaksana Pemeriksaan adalah Kantor Pendukung Pemeriksaan.  
3) Copy 2 dikirimkan kepada Deputi Bidang Perencanaan dan Analisa cq 

Direktur Analisa Hasil Pengawasan,  
4) Copy 3 dikirimkan kepada Deputi Bidang Pengawasan Khusus (menurut 

kebutuhan).  
5) Copy 4 dan 5 untuk arsip.  

3. Operasi Pembinaan Pelaksanaan Pengawasan  



 

 

Surat-surat yang merupakan pembinaan pelaksanaan pengawasan (lihat pula 
Tabel 5) diterbitkan oleh Direktur yang bersangkutan pada Deputi Bidang 
Pengawasan, dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan distribusi sebagai berikut:  
1) Asli dikirimkan kepada Kantor Pelaksana Pemeriksaan.  
2) Copy 1 dikirimkan kepada Kantor Penanggungjawab Pemeriksaan dalam hal 

Kantor Pelaksana Pemeriksaan adalah Kantor Pendukung Pemeriksaan.  
3) Copy 2 dikirimkan kepada Deputi Bidang Perencanaan dan Analisa cq 

Direktur Perencanaan Pengawasan.  
4) Copy 3 dan 4 untuk arsip:  
Dalam hal pembjnaan pelaksanaan pengawasan perlu menjadi  
pedoman bagi seluruh satuan kerja yang bersangkutan di lingkungan BPKP maka 
masalah dan petunjuknya diterbitkan oleh .Deputi Kepala BPKP yang bersangutan 
dan disebarluaskan , dalam bentuk "Pendirian BPKP".  

4. Operasi Pemantapan Pelaporan Berkala  
Surat-surat pemberitahuan kepada Deputi Bidang Pengawasan mengenai hasil-
hasil pemeriksaan yang masih perlu dituntaskan tindak lanjutnya dibuat oleh 
Direktur Analisa Hasil Pengawasan dalam rangkap 3 (tiga) untuk didistribusikan 
sebagai berikut:  
1) Asli disampaikan kepada Deputi Bidang Pengawasan yang  bersangkutan.  
2) Copy 1 dan 2 untuk arsip.  

 
BAB BAB X  

PENGARSIPAN SURAT DAN LAPORAN PENGARSIPAN SURAT DAN LAPORAN   
Dl BI DANG PENGAWASANDl BI DANG PENGAWASAN  

  
1. Surat-surat keluar mengenai obyek perneriksaan perlu memiliki paling sedikit 

dua lembar copy untuk arsip.  
Pengarsipannya mengikutl sistematika sebagai berikut:  
1) Satu copy disimpan menurut obyek pemeriksaan dan menurut masalah jika 

meliputi obyek pemeriksaan yang lebih dari satu.  
2) Satu copy disimpan menurut tertib waktu mengikuti urutan nomor agenda 

surat keluar.  
2. Surat-surat masuk mengenai obyek pemeriksaan disimpan menurut obyek 

perneriksaan dan menurut masalah jika obyek pemeriksaannya lebih dari satu .  
3. Di dalam kertas kerja pemeriksaan tidak perlu terdapat copy surat-menyurat 

mengenai obyek pemeriksaan kecuali bukti- bukti pemeriksaan yang perlu 
menjadi lampiran kertas kerja pemeriksaan seperti:  
1) Bilyet Saldo Bank dari obyek pemeriksaan menjadi lampiran kertas kerja 

rekonsiliasi bank; 
2) Salinan rekening koran bank yang perlu menjadi lampiran kertas kerja 

pemeriksaan bank; 
3) Berita acara pemeriksaan kas yang menjadi lampiran kertas kerja 

pemeriksaan kas;  
4) Berita acara perneriksaan fisik persediaan yang menjadi lampiran kertas 

kerja pemeriksaan persediaan; 
5) Berita acara pemeriksaan fisik aktiva yang menjadi lampiran kertas kerja 

pemeriksaan aktiva;  
6) Jawaban konfirmasi piutang, utang jangka panjang dan sebagainya yang 

menjadi lampiran kertas kerja pemeriksaan utang-piutang.  

4. Laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan, sebuah co:ynya disimpan oleh unit 
pelaksana pemeriksaan yang bersangkutan, sedangkan sebuah copy lainnya 
disimpan pada pusat arsip kantor pelaksana pemeriksaan yang bersangkutan.  
Laporan basil pemeriksaan yang disimpan sebagai arsip barus diberi cap 
dengan tanda " Arsip" paling sedikjt pada balaman dimana terdapat tandatangan 
Penanggungjawab Pemeriksaan.  

5. Tiap Pejabat atau pegawai BPKP yang menerima surat-surat atau laporan 
mengenai suatu obyek pemeriksaan wajib meneruskan segera warkat-warkat 
tersebut kepada pegawai yang diberi tanggung jawab mengenai ketertiban 
arsip, begitu pejabat atau pegawai yang bersangkutan telab menyelesaikan 



 

 

warkat tersebut. Tidak dibenarkan seorang pejabat atau pegawai BPKP 
menyimpan warkat yang berbubungan dengan obyek pemeriksaan di luar tata 
kearsipan yang berlaku.  

6. Pejabat yang diserahi tanggung jawab menyortir dan mendis- tribusi warkat 
masuk, wajib menyortir warkat masuk menjadi:  
1) Warkat mengenai masalah rutin yang dapat diteruskan kepada pejabat yang 

membidangi masalah tercantum dalam warkat;  
2) Warkat mengenai masalab bukan rutin yang harus disampaikan kepada 

pimpinan kantor untuk diputuskan langkah berikutnya;  
3) Warkat mengenai masalab-masalah yang barus diketahui cepat oleh alamat 

penerima warkat sebagaimana tampak dari tanggal batas waktu yang tertera 
dalam warkat atau dalam lembar disposisi.  
Warkat mengenai masalah rutin harus diteruskan kepada Pejabat yang 
membidangi masalahnya, sedangkan warkat lainnya harus diteruskan segera 
kepada Pejabat Pimpinan yang berhak menerima warkat tersebut.  
Warkat-warkat yang memuat batas waktu penyelesaian harus disampaikan 
sendiri oleh pegawai agendaris kepada pimpinan dengan memberitahukan 
masalah dan batas waktunya secara langsung atau melalui sekretaris 
Pimpinan atau melalui Pejabat yang diserahi tanggung jawab menyortir dan 
mendistribusi warkat masuk.  

7. Tidak ada seorang pun Pejabat pegawai BPKP yang mempunyai wewenang untuk 
mendeponir warkat tanpa persetujuan atasan langsungnya.  

8. Pengarsipan warkat-warkat yang masuk ke Deputi Bidang Perencanaan dan 
Analisa menggunakan klasifikasi per wilayah dan pada tiap wilayah ada 
subklasifikasi per Departemen.  
Pengarsipan warkat-warkat yang masuk ke Deputi Bidang Pengawasan 
menggunakan klasifikasi per Departemen dan ada subklasifikasi per obyek 
pemeriksaan dan ada subklasifikasi permasalah yang dianggap perlu.  

 
 
 
 
 

BAB XI 
 TATA USAHA KEGIATAN PENGAWASAN I (TKP I) 

  
1. PENDAHULUAN  

Untuk mengadministrasikan kegiatan pengawasan sejak pengumpulan informasi 
mengenai jumlah obyek pemeriksaan serta sifat-sifatnya hingga diterbitkannya 
laporan hasil pemeriksaan, setiap unit BPKP yang bertugas dalam bidang 
pengawasan baik yang berada di Pusat maupun yang berada di Daerah 
diwajibkan menyelenggarakan Tata Usaha Kegiatan Pengawasan I (TKP I ).  
Tujuan diselenggarakannya TKP I adalah agar pimpinan setiap tingkat (tingkat 
bawah, menengah dan atas) memperoleh  
Informasl yang sangat pentlng mengenal obyek pemerlksaan sebagai bahan 
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian  
(pengawasan. Informasi yang cepat (up to date) dan benar sangat berguna bagi 
pimpinan untuk mengambil keputusan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. 
Informasi yang diperoleh Pimpinan dari bawahannya biasanya berupa laporan 
yang dibuat secara periodik. Untuk memperoleh informasj tersebut diperlukan 
sistem dan prosedur yang baik yaitu dengan menyelenggarakan TKP I yang 
dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok sebagai berikut:  
1) Pengumpulan Informasi mengenai Obyek Pemeriksaan (OP).  
2) Penyusunan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (UPKPT).  
3) Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan kegiatan 

pemeriksaan lainnya.  
4) Penyusunan Laporan Kegiatan Bulanan.  

 
2. INFORMASI MENGENAI OBYEK PEMERIKSAAN (OP)  

1) Tujuan dari informasi mengenai Obyek Pemeriksaan (OP)  



 

 

adalah agar Pimpinan setiap tingkat pada BPKP mengetahui jumlah dan 
perincian nama obyek pemeriksaan yang berada dalam wewenang dan 
tanggung jawabnya masing-masing dilengkapi dengan sifat obyek 
pemeriksaan tersebut. Dengan diperolehnya data mengenai obyek 
perneriksaan yang mutakhir lengkap dan benar maka pimpinan akan lebih 
mudah mengambil keputusan yang tepat dalam merencanakan pemeriksaan, 
penyediaan tenaga pemeriksa, sarana pemeriksaan dan lain-Iain.  
Informasi mengenai obyek pemeriksaan ada dua golongan yaitu daftar obyek 
pemeriksaan dan keterangan-keterangan lain mengenai obyek pemeriksaan.  

2) Daftar obyek pemeriksaan pada dasarnya terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu: 
(1) Daftar obyek pemeriksaan yang relatif tetap, yaitu setiap tahunnya jumlah 

dan obyek pemeriksaan tidak mengalami perubahan seperti obyek 
pemeriksaan berupa BUMN, BUMD beserta cabang-cabangnya dan Satuan 
Kerja yang berada di bawah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Dati I dan Dati II). 

(2) Daftar obyek perneriksaan yang setiap tahunnya jumlah dan namanya 
mengalami perubahan seperti obyek pemeriksaan berupa proyek-proyek 
pembangunan baik yang berada di bawah Pemerintah Pusat maupun 
Pemerintah Daerah (Dati I dan Dati II). 

3) Sebagai penanggungjawab dalam pengumpulan informasi mengenai obyek 
perneriksaan ialah:  
(1) para Direktur pada BPKP Pusat. 
(2) para Kepala Bidang pada Perwakilan BPKP Propinsi.  
(3) para Kepala Seksi pada Perwakilan BPKP Kabupaten/Kotamadya.  

Informasi yang dikumpulkan meliputi:  
(1) nama obyek pemeriksaan  
(2) alamat obyek pemeriksaan  
(3) Departemen/Lembaga, dan Instansi yang membawahi obyek 

pemeriksaan  
(4) sifat obyek pemeriksaan:  

a. bentuk hukum  
b. kedudukan dalam jenjang organisasi (Pusat, Cabang)  
c. keterangan atau atribut lain yang dianggap relevan untuk diketahui 

dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan.  
Informasi yang dikumpulkan tersebut diadministrasikan dalam:  
(1) daftar obyek pemeriksaan 
(2) keterangan mengenai obyek pemeriksaan,  

4) Penanggungjawab penyusunan daftar obyek pemeriksaan ialah:  
(1) Direktorat Perencanaan Pengawasan pada Deputi Bidang Perencanaan 

dan Analisa, menyusun daftar obyek pemeriksaan di seluruh Indonesia 
dan di Luar Negeri.  
Daftar yang disusun pada unit ini berupa ikhtisar yaitu menggambarkan 
jumlah obyek pemeriksaan pada tiap Departemen/Lembaga dan pada 
tiap Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II dengan penyebarannya 
pada tiap wilayah terbagi dalam:  
a. jumlah satuan kerja 
b. jumlah proyek  
c. jumlah badan usaha  
Daftar jumlah obyek pemeriksaan tersebut disusun oleh Direktorat 
Perencanaan Pengawasan berdasarkan daftar obyek pemeriksaan yang 
diselenggarakan oleh masing- masing Direktur dan Kepala Perwakilan 
BPKP.  

(2) Masing-masing Direktur pada BPKP Pusat, menyusun daftar obyek 
pemeriksaan terperinci mengenai satuan kerja, proyek dan badan usaha 
di seluruh Indonesia dan di Luar Negeri di bawah tiap 
Departemen/Lembaga yang termasuk dalam bidang tanggung jawab 
pengawasannya dan dikelompokkan pula menurut wilayah propinsinya 
dan Negara.Obyek pemeriksaan merupakan satuan kerja dan proyek di 
bawah masing-masing Pemerintah Daerah diadministrasikan pada daftar 
obyek pemeriksaan yang diselenggarakan oleh Direktorat cukup berupa 



 

 

ikhtisar jumlah obyek pemeriksannya saja tanpa perincian nama tiap 
obyek pemeriksaan. Obyek pemeriksaan berupa badan usaha di bawah 
tiap Pemerintah Daerah dibuat oleh Direktur yang membidangi 
pengawasan BUMD dalam suatu daftar obyek pemeriksaan secara 
terperinci disertai cabang-cabangnya dalam jumlah angka.Satu copy 
daftar obyek pemeriksaan ini disampaikan kepada Direktur Perencanaan 
Pengawasan. Tiap Direktur dapat melengkapi informasi mengenai obyek 
pemeriksaan ini dengan keterangan-keterangan lain yang dianggap 
relevan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dalam suatu administrasi 
keterangan mengenai obyek pemeriksaan. 

(3) Masing-masing Kepala Perwakilan BPKP Propinsi menyusun daftar obyek 
pemeriksaan secara terperinci mengenai satuan kerja, proyek dan badan 
usaha di bawah Departemen/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang 
termasuk dalam bidang tanggung jawab pengawasan nya. Proyek-proyek 
secara relatif tidak permanen sehingga apabila dianggap kurang praktis 
untuk memerinci nama tiap proyek maka dalam daftar obyek pemeriksaan 
dapat dikemukakan jumlah proyek per Sektor/Subsektor/Program Satuan 
kerja tingkat Desa juga kurang praktis diperinci namanya sehingga cukup 
dikemukakan jumlah desa pada tiap Kecamatan. Satu copy daftar obyek 
pemeriksaan tersebut disampaikan kepada Direktur Perencanaan 
Pengawasan. Tiap Perwakilan BPKP dapat melengkapi informasi mengenai 
obyek pemeriksaan dengan keterangan-keterangan lain yang dianggap 
relevan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dengan 
mengadministrasikannya dalam "Keterangan mengenai obyek 
pemeriksaan".  

(4) Pada Direktorat Evaluasi Tata Kerja dan pada tiap Direktorat serta 
Perwakilan BPKP harus terdapat administrasi mengenai prosedur-
prosedur keuangan, akuntansi dan operasional yang berlaku pada 
masing-masing obyek pemeriksaan. Prosedur-prosedur ini harus 
dikumpulkan dari hasil-hasil pemeriksaan dan dari cara pengumpulan 
lainnya. Prosedur yang dikumpulkan pada Direktorat Evaluasi dan Tata 
Kerja bersifat ringkasan, sedangkan prosedur yang diadministrasikan 
pada tiap Direktorat dan Perwakilan BPKP bersifat terperinci.  

5) Para Kepala Seksi pada PerwakiJan BPKP Kabupaten/Kotamadya dan para 
Kepala Bidang Pengawasan pada Perwakilan BPKP Propinsi diwajibkan 
mengadministrasikan dan selalu memperbaharui jumlah obyek 
pemeriksaan yang berada dalam tanggung jawabnya dengan membuat 
daftar obyek pemeriksaan yang disusun per Departemen/Lembaga 
Pemerintah untuk obyek-obyek pemeriksaan di bawah Pemerintah Pusat 
dan menurut Pernerintah Daerah Tingkat 1/Pemerintah Daerah Tingkat II 
untuk obyek-obyek pemeriksaan di bawah Pemerintah Daerah. Daftar 
obyek perneriksaan tersebut satu copynya terdapat pada Kepala Bidang 
Perencanaan, Analisa dan Evaluasi yang bertanggungjawab menyusun 
daftar obyek pemeriksaan gabungan dari Perwakilan BPKP yang 
bersangkutan. Para Kepala seksi dan Kepala Bidang tersebut diwajibkan 
secara aktif memutakhirkan daftar obyek pemeriksaan yang telah 
dibuatnya dengan mengadministrasikan peraturan yang terjadi, 
melaporkan hasil pemutakhiran daftar obyek pemeriksaan tersebut 
kepada Kepala Bidang Perencanaan, Analisa dan Evaluasi. Hal ini tidak 
mengurangi tanggung jawab Kepala Bidang Perencanaan, Analisa dan 
Evaluasi dalam pemutakhiran daftar obyek pemeriksaan. Kepala Bidang 
Perencanaan, Analisa dan Evaluasi mengkompilasikan daftar obyek 
pemeriksaan yang disusun per Departemen/Lembaga Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah Tingkat I/Pemerintah Daerah Tingkat II menjadi daftar 
seluruh obyek pemeriksaan yang berada dalam wilayah kerja Perwakilan 
BPKP Propinsi yang bersangkutan.  

6) Para Kepala Sub Direktorat diwajibkan pula untuk membuat daftar obyek 
pemeriksaan dan selalu memperbaharui jumlah obyek perneriksaan yang 



 

 

menjadi wewenang dan tanggung jawabnya (disusun per 
Departemen/Lembaga Pemerintah atau per Pemerintah Daerah).  

7) Informasi mengenai obyek pemeriksaan dapat diperoleh dari:  
(1) Kantor Pusat BPKP  
(2) Direktorat Jenderal Anggaran dan Kantor Wilayah Dit. Jen. Anggaran 

serta Kantor Perbendaharaan Negara  
(3) Departemen/ Lembaga Pemerintah/ lnstansi Pemerintah/ Aparat 

Pengawasan Fungsional  
(4) Obyek Perneriksaan yang bersangkutan: Badan Usaha, Proyek dan 

satuan Kerja  
(5) Sumber lainnya yang sah.  

 
8) Daftar obyek pemeriksaan dibuat per bidang pengawasan dengan 

peraturan sebagai berikut;  
(1) Bidang Pengawasan Pengeluaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah dibagi menjadi:  
a. Satuan Kerja Pernerintah Pusat  
b. Satuan Kerja Pernerintah Daerah  
c. Proyek Pembangunan Pernerintah Pusat  
d. Proyek Pembangunan Pemerintah Daerah  

(2) Bidang Pengawasan Penerimaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah dibagi menjadi:  
a. Satuan Kerja Pemerintah Pusat  
b. Satuan Kerja Pemerintah Daerah  

(3) Bidang Pengawasan BUMN dan BUMD di luar usaha perminyakan dan 
gas bumi dibagi menjadi:  
a. BUMN yang dikelompokkan menurut sektor usahanya sebagai 

berikut:  
a. Industri  
b. Pertambangan dan Energi  
c. Agraris  
d. Jasa  
e. Perdagangan  
f. Lembaga Keuangan  

b. BUMD yang dikelompokkan menurut Pemerintah Daerah yang 
mengelola BUMD tersebut:  
a) BUMD di bawah Pemerintah Daerah Tingkat I dibagi per sektor 

usaha  
b) BUMD di bawah Pemerintah Daerah Tingkat II dibagi per sektor 

usaha  
(4) BUMN sektor Perminyakan dan Gas Bumi dibagi menjadi:  

a. Kantor Pusat Pertamina beserta unit-unit Pertamina di Daerah. 
b. Kontraktor Minyak Asing yang telah berproduksi secara komersil 

dan yang belum berproduksi secara komersil. 
c. Anak Perusahaan Pertamina.  
d. Usaha Patungan Pertamina.  

9) Bentuk dan isi daftar obyek pemeriksaan adalah sebagai berikut:  
(1) Bidang Pengawasan Pengeluaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah:  
a. Daftar obyek pemeriksaan Instansi Pemerintah Pusat mempunyai 

kolom-kolom sebagai berikut:  
a) Departemen/Lembaga Pemerintah: diisi nomor urut dengan 

angka romawi dan nama Departemen/Lembaga Pemerintah 
yang menyusunnya dikelompokkan menurut bidang EKUIN dan 
WASBANG, POLKAM, KESRA, Lembaga Pemerintah Non 
Departemen dan Lembaga Kesekretariatan.  

b) Nomor urut: diisi nomor urut sesuai dengan jumlah satuan kerja 
dalam lingkungan Departemen/Lembaga Pernerintah baik 
yang berada di Pusat maupun yang berada di daerah. 



 

 

c) Satuan Kerja: diisi nama atuan kerja .dalam lingkungan 
Departemen/Lembaga Pemerintah yang menjadi obyek 
pemeriksaan baik yang berada di Pusat maupun di Daerah. 

d) Keterangan: diisi tanggal terakhir satuan kerja tersebut 
diperiksa dan aparat pengawasan fungsional yang 
memeriksanya serta periode yang diperiksa, bila kolom 
keterangan ini kosong (tidak diisi) berarti satuan kerja tersebut 
belum pernah diperiksa.  

b. Daftar obyek pemeriksaan Pengeluaran Rutin Pemerintah Daerah 
mempunyai kolom-kolom sebagai berikut:  
a) Pernerintah Daerah Tingkat I/Pemerintah Daerah Tingkat II: 

diisi nomor urut dengan angka Romawi dan nama Pemerintah 
Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II yang berada 
dalam wilayah Kantor Perwakilan BPKP Propinsi.  

b) Nomor urut: diisi nomor urut sesuai dengan jumlah satuan kerja 
yang berada dalam lingkungan Pernerintah Daerah Tingkat I 
dan Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan sehingga 
nomor urut terakhir akan menunjukkan jumlah seluruh obyek 
pemeriksaan masing-masing Pemerintah Daerah Tingkat I dan 
Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan.  

c) Satuan Kerja: diisi nama satuan kerja/dinas yang menjadi obyek 
pemeriksaan pengeluaran rutin Kantor Perwakilan BPKP. 

d) Keterangan: penjelasan sama dengan butir a.d) di atas.  
c. Daftar obyek pemeriksaan Pengeluaran Pembangunan Pemerintah 

Pusat, kolom-kolom dan cara pengisiannya sama dengan daftar 
obyek pemeriksaan Pengeluaran Rutin Pemerintah Pusat dengan 
catatan sebagai berikut:  
a) Pada kolom satuan kerja hanya diisi nama satuan kerja yang 

diserahi mengelola proyek pembangunan saja. 
b) Setelah kolom satuan kerja disiapkan satu kolom lagi yaitu 

jumlah proyek dan nilainya yang diisi sesuai dengan jumlah 
proyek yang dikelola satuan kerja tersebut dan nilainya diisi 
menurut DIP/ sumber lain.Proyek Pembangunan dan nilainya 
untuk setiap Departemen/Lembaga Pemerintah dijumlahkan. 
Nama proyek tidak perlu dicantumkan karena proyek tersebut 
bersifat sementara dan apabila proyek telah selesai maka akan 
dihapuskan dari proyek pemeriksaan.  

d. Daftar obyek pemeriksaan Pengeluaran Pembangunan Pemerintah 
Daerah, kolom-kolom dan cara pengisiannya sama dengan daftar 
obyek pemeriksaan Pengeluaran rutin daerah dengan catatan 
sebagai berikut :  
a) Pada kolom satuan kerja diisi nama satuan kerja/ Dinas yang 

diserahi mengelola proyek pembangunan (Program Bantuan 
Daerah Tingkat I Proyek APBD Daerah Tingkat II dan Proyek-
Proyek Inpres). 

b) Setelah kolom satuan kerjadisisipkan satu kolom lagi yaitu 
jumlah proyek dan nilainya yang pengisiannya disesuaikan 
dengan jumlah proyek yang dikelola satuan kerja tersebut dan 
nilainya diisi menurut dana anggaran yang disediakan. Proyek 
pembangunan dan nilainya untuk setiap Daerah Tingkat I dan 
Daerah Tingkat II dijumlahkan sehingga dapat diketahui jumlah 
proyek dan ; lainnya per Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II 

(2) Bidang Pengawasan Penerimaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah:  
a. Untuk Daftar Obyek Pemeriksaan Bidang Pengawasan ; 

Penerimaan Pemerintah Pusat, kolom-kolom dan cara pengisiannya 
sama dengan Daftar Obyek Pemeriksaan Bidang Pengawasan 
Pengeluaran Rutin Pemerintah Pusat dengan catatan pada kolom a) 
diisi nomor urut dan nama Departemen/Lembaga Pemerintah, di 
bawahnya dicantumkan jenis penerimaan yang dipungut/dikelola 



 

 

Departemen/Lembaga Pernerintah yang bersangkutan barulah 
diisi kolom-kolom berikutnya. Jenis penerimaan tersebut adalah :  
a) Penerimaan Pajak  
b) Penerimaan Bea Cukai  
c) Penerimaan bukan pajak dan penerimaan pembangunan  

b. Untuk Daftar Obyek Pemeriksaan Bidang Pengawasan . Pemer(ntah 
Daerah kolom- kolom dan cara pengisiannya sama dengan Daftar 
Obyek Pemeriksaan Pengeluaran Rutin Pemerintah Daerah, 
dengan catatan bahwa pada kolom c) Satuan kerja hanya diisi 
Satuan kerja/Dinas yang mengelola penerimaan yang dilakukan 
oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.  

(3) Bidang Pengawasan BUMN dan BUMD : 
a. Daftar Obyek Pemeriksaan Bidang Pengawasan BUMN mempunyai 

kolom-kolom sebagai berikut :  
a) Departemen : diisi nomor urut dengan angka Romawi dan nama 

Departemen yang mengelola badan usaha. 
b) Jenis usaha dan nama obyek : pengelompokkan jenis usaha 

dapat di)ihat pada butir 8) (3) a: di bawah kelompok jenis usaha 
diberi nomor urut dengan angka Arab dan nama obyek 
pemeriksaan yang bersangkutan (termasuk unit vertikalnya 
yang berada dalam wilayah kerja unit BPKP yang 
bersangkutan). 

c) Status: diisi obyek pemeriksaan yang bersangkut- an yaitu 
Kantor Pusat/lnduk, Bukan Kantor Pusat/ Induk dan Anak 
Perusahaan.  

d) Badan Hukum : diisi badan hukum obyek peme- riksaan yang 
bersangkutan yaitu : Persero. PT Patungan, PT Lama, PERUM, 
PERJAN, Perusahaan Negara dan Lembaga/Badan lainnya. 

e) Keterangan : diisi tanggal terakhir pemeriksaan, periode 
pemeriksaan dan pernyataan akuntan.  

b. Daftar Obyek Pemeriksaan Bidang Pengawasan BUMD mempunyai 
kolom-kolom sebagai berikut :  
a) Pemerintah Daerah Tingkat I/Pemerintah Daerah Tingkat II: 

diisi nama Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah 
Tingkat II yang mengelola/memiliki Badan Usaha.  

b) Nomor Urut : diisi nomor urut BUMD pada Pemerintah Daerah 
yang bersangkutan.  

c) Nama Perusahaan : diisi nama BUMD yang bersangkutan. 
d) Status/Badan Hukum : diisi sesuai dengan status dan badan 

hukum BUMD yang bersangkutan.  
10) Kepala Perwakilan BPKP Propinsi melaporkan daftar obyek pemeriksaan 

yang telah diperbaharui (berdasarkan hasil kompilasi Kepala Bidang 
Perencanaan Analisa dan Evaluasi) kepada Kepala BPKP (cq. Deputi 
Bidang Perencanaan dan Analisa) paling lambat pada akhir Triwulan III 
tahun 1984/1985 dengan tembusan kepada Deputi Bidang Pengawasan 
sesuai dengan tugasnya masing-masing. Selanjutnya tiap-tiap tahun 
melaporkan hasil pemutakhiran obyek pemeriksaan kepada Kepala BPKP 
(cq. Deputi Bidang Perencanaan dan Analisa)dengan tembusan kepada 
Deputi Bidang Pengawasan yang berkepentingan. Para Direktur 
melaporkan daftar obyek pemeriksaan yang telah diperbaharui paling 
lambat pada akhir Triwulan III tahun 1984/1985 dan selanjutnya setahun 
sekali melaporkan hasil pemutakhiran obyek pemeriksaan kepada Deputi 
Bidang Perencanaan dan Analisa.  
Atas dasar laporan yang diterima Deputi Bidang Perencanaan dan Analisa 
akan membuat daftar obyek pemeriksaan yang meliputi seluruh obyek 
pemeriksaan yang berada dalam wilayah Indonesia (secara nasional) 
yang diperinci per Departemen/Lembaga Pemerintah, per Daerah Tingkat 
I/Daerah Tingkat II, dan per bidang pengawasan. Bila keadaan 
memungkinkan untuk setiap obyek pemeriksaan yang bersifat permanen 
(tetap) akan diberikan kode sesuai dengan keadaannya.  

 



 

 

3 USULAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (UPKPT)  
1) Dalam menyusun UPKPT, setiap unit BPKP pada dasarnya harus menyusun 

program kerja yang mencakup seluruh tugas dan tanggung jawab dalam 
bidangnya masing-masing sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala 
BPKP Nomor : KEP-188/K/1983 dan Nomor : KEP-213/K/1983.  
Dalam penyusunan UPKPT perlu selalu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :  
(1) Kebijaksanaan pelaksanaan pengawasan yang ditetapkan oleh Bapak 

Wakil Presiden dalam Rapat Koordinasi Pengawasan menjelang tahun 
anggaran baru. 

(2) Petunjuk MENKO EKUIN dan WASBANG kepada aparat pengawasan 
fungsional dalam menyusun UPKPT sebagai pedoman pelaksanaan 
kebijaksanaan pengawasan yang digariskan kebijaksanaannya oleh 
Bapak Wakil Presiden. 

(3) Pedoman teknis penyusunan UPKPT dari Kepala BPKP sebagai 
pelaksanaan lebih lanjut petunjuk MENKO EKUIN dan WASBANG tersebut 
di atas. 

(4) Hal-hal lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah : 
a. realisasi pemeriksaan tahun berjalan  
b. tenaga pemeriksa yang tersedia  
c. jumlah obyek pemeriksaan  
d. standar waktu lamanya pemeriksaan tiap obyek pemeriksaan  
e. standar waktu untuk pekerjaan lapangan dalam setahun  
f. biaya pemeriksaan yang tersedia  
g. penugasan khusus  
h. UPKPT yang disusun o1eh aparat pengawasan fungsional lainnya untuk 

mencegah terjadinya pemeriksaan yang tumpang tindih.  
2) Setelah dikeluarkannya Pedoman T;eknis Penyusunan UPKPT oleh Kepala 

BPKP, maka BPKP Pusat mengadakan pertemuan dan memberikan penjelasan 
seperlunya mengenai pelaksanaan penyusunan UPKPT dengan Inspektorat 
Jenderal dan Unit Pengawasan Intern Lembaga Non Departemen serta 
Lembaga lalnnya. Demikian pula halnya Perwakilan BPKP Propinsi 
menyelenggarakan pertemuan dengan Inspektorat Wilayah Propinsi dan 
Inspektorat Wilayah Kabupaten Kotamadya. 

3) Perwakilan BPKP Propinsi melaksanakan penyusunan UPKPT per wilayah 
Propinsi yang meliputj UPKPT dari :  
(1) Perwakilan BPKP Propinsi yang bersangkutan  
(2) Perwakilan BPKP Kabupaten/Kotamadya  
(3) Inspektorat Wilayah Proplnsi  
(4) Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kotamadya.  
Seluruh UPKPT ini diolah oleh Perwakilan BPKP Propinsi menjadi UPKPT per 
wilayah Propinsi dan dituangkan dalam model-model menurut petunjuk BPKP 
Pusat.  

4) UPKPT per wilayah disampaikan BPKP Pusat c.q. Deputi Bidang Perencanaan 
dan Analisa untuk diolah lebih lanjut menjadi UPKPT Nasional dengan 
rnemperhatikan UPKPT dari para Inspektorat Jenderal/Unit Pengawasan 
Intern Lembaga. 

5) Dalam menyusun UPKPT ini diharapkan dapat berlangsung koordinasi 
pendahuluan oleh :  
(1) Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri, melaksanakan koordinasi 

pendahuluan dengan Inspektorat Wilayah Propinsi dan Inspektorat 
Wilayah Kabupaten/ Kotamadya. 

(2) Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri melaksanakan koordinasi 
pendahuluan dengan Inspektorat Jenderal lain yang mempunyai obyek 
pemeriksaan di luar negeri serta dengan Perwakilan BPKP di Luar Negeri. 

(3) Asisten Menteri/Sekretaris Negara Urusan Pengawasan 
menyelenggarakan koordinasi pendahuluan dengan unit pengawasan 
intern Lembaga Non Departemen dan Lembaga Kesekretariatan.  

(4) Kepala BPKP melaksanakan koordinasi pendahuluan dengan seluruh 
Deputi dan Kepala Perwakilan BPKP Propinsi. 

(5) Kepara Perwakilan PkP Propinsi melakukan koordinasi pendahuluan 
dengan Kepala Perwakilan BPKP Kabupaten/ Kotamadya.  



 

 

6) Tiap Direktorat pada BPKP Pusat yang bertindak selaku Kantor Pelaksana 
Pemeriksaan dan selaku Kantor Penanggungjawab Pemeriksaan diwajibkan 
pula menyusun UPKPT yang meliputi rencana pemeriksaan mengenai :  
(1) Obyek-obyek pemeriksaan yang akan diperiksa sendiri (Direktorat 

bertindak selalu Kantor Pelaksana Pemeriksaan). 
(2) Obyek-obyek pemeriksaan yang laporan konsolidasi/ gabungannya akan 

diterbitkan sendiri (Direktorat bertindak selaku Kantor Penanggungjawab 
Pemeriksaan).  

UPKPT ini disampaikan satu copynya kepada Deputi Bidang Perencanaan dan 
Analisa untuk diolah lebih lanjut ke dalam UPKPT BPKP dan UPKPT Nasional.  

7) Adapun jadwal dan langkah dalam menyelesaikan penyusunan UPKPT 
menjadi PKPT untuk mendapatkan persetujuan Menko EKUIN & WASBANG 
sebelum 31 Maret serta pedoman teknisnya secara terperinci (penggunaan 
formulir- formulir) akan diberikan petunjuk tersendiri.  

4. PELAKSANAAN PKPT  
1) Setiap unit BPKP (dan aparat pengawasan fungsional lainnya) dalam 

melaksanakan tugas pemeriksaan atas suatu obyek pemeriksaan harus 
didasarkan atas PKPT yang telah disetujui oleh MENKO EKUIN dan 
WASBANG, karena PKPT tersebut pada dasarnya adalah merupakan alat 
penugasan Pemerintah kepada seluruh aparat pengawasan fungsional. 
Pemeriksaan atas suatu obyek pemeriksaan di luar PKPT hanya dapat 
dilakukan dalam hal-hal tertentu saja seperti :  
(1) Pemeriksaan khusus yang dilakukan dalam hal dijumpai adanya kasus-

kasus yang diduga mengandung unsur tindak pidana (khusus atau umum) 
dan kasus-kasus yang menghambat kelancaran pembangunan pada waktu 
team pemeriksa melakukan pemeriksaan suatu obyek pemeriksaan 
berdasarkan PKPT.  

(2) Pemeriksaan khusus yang dilakukan atas permintaan BPKP Pusat, 
permintaan instansi pemerintah lainnya yang disetujui Kepala BPKP, 
pengaduan pihak ketiga, berita dari mass media dan sumber lainnya. 

(3) Pemeriksaan dalam bentuk team gabungan antara aparat pengawasan 
fungsional. Hanya dilakukan apabila telah mendapatkan persetujuan 
Kepala BPKP  

2) Setiap unit BPKP yang melakukan pemeriksaan bails, berdasarkan PKPT 
maupun yang dilakukan di luar PKPT diwajibkan menyelenggarakan tata 
usaha pelaksanaan pemeriksaan. Tata usaha pelaksanaan pemeriksaan 
tersebut sangat berguna bagi Pimpinan sebagai alat pengendalian. Dalam 
menyelenggarakan tata usaha pelaksanaan ini dipergunakan formulir AK.l 
sampai dengan AK.8 (untuk pelaksanaan pemeriksaan BUMN dan BUMD) dan 
AK.11 sampai dengan AK.17 (untuk pelaksanaan pemeriksaan anggaran) 
sebagai berikut :  

  

  

BUMN/BUMDBUMN/BUMD  ANGGANGGARANARAN  PENJELASANPENJELASAN  

AK.1  AK.11  Rencana Pemeriksaan dilihat dari segi 
obyek pemeriksaan.  

AK.2 AK.12 Rencana Pemeriksaan dilihat dari segi 
pelaksanaannya. 

AK.3 - Anggaran waktu pemeriksaan per obyek 
yang akan diperiksa 

AK.4 AK.13 Kartu Penugasan per obyek pemeriksaan 

AK.5 AK.14 Laporan Mingguan bagi pemeriksa, 
Ketua Team dan Pengawas Pemeriksaan 

AK.6 AK.15. Daftar Analisa Tugas-Tugas Mingguan 
per obyek pemeriksaan/harian per bulan 

AK.7 AK.16 Daftar Perincian Pemakaian jam kerja per 
bulan untuk semua pemeriksa, Ketua 
Team dan Pengawas Pemeriksaan. 



 

 

AK.8 AK.17 Check List untuk Ketua Team, Pengawas 
Pemeriksaan dan Penanggungjawab 
Pemeriksaan 

 
.  

Formulir-formulir ini hendaknya disesuaikan judul dan uraiannya dengan 
kebutuhan sekarang.  

 
5.5.  LAPORAN KEGIATAN BULANLAPORAN KEGIATAN BULANAN AN   

1) Laporan Kegiatan Bulanan dibuat dengan maksud untuk mengetahui :  
(1) Perkembangan Pemeriksaan, baik secara terperinci, per obyek 

pemeriksaan maupun secara garis besar (rekapitu- lasi).  
(2) Jumlah laporan hasil pemeriksaan yang telah diterbitkan.  
(3) Perubahan PKPT (bila dianggap perlu).  
Laporan Kegiatan Bulanan tersebut dibagi 2 (dua) yaitu :  
Laporan Bulanan Pelaksanaan PKPT dan Laporan Bulanan Pelaksanaan 
Pemeriksaan di luar PKPT yang terdiri dari Pemeriksaan Khusus, Gabungan, 
Carry Over dan Non Program Kerja.  

2) Setiap bulan selambat.lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya Ka. Sub. Dit. 
pada Direktorat, Ka. Bid. pada Kantor Perwakilan Propinsi dan Ka. Si. pada 
Kantor Perwakilan Kabu- paten/Kotamadya, diharuskan menyampaikan 
Laporan Bulan- an Pelaksanaan Khusus/Gabungan/Carry Over/Non Program 
Kerja.  
Laporan Bulanan Ka. Sub. Dit. disampaikan kepada Direkturnya masing-
masing. Laporan Bulanan Ka. Bid. disampaikan kepada Kepala Perwakilan 
BPKP Propinsi dengan tembusan Kepala Bidang Perencanaan Analisa dan 
Evaluasi, dan Lapor- an Bulanan Kepala Seksi disampaikan kepada Kepala 
Kantor Perwakilan BPKP Kabupaten/Kotamadya untuk diteruskan kepada 
Kepala Kantor Perwakilan BPKP Propinsi (cq. kepada Kepala Bidang 
Perencanaan, Analisa dan Evaluasi) masing- masing disertai dengan daftar 
alasan kelambatan penerbitan laporan.  
Dalam hubungan ini dikemukakan bahwa Perwakilan BPKP (cq. Bidang 
Perencanaan dan Analisa) akan menerima Laporan Bulanan dari Irwilprop dan 
Irwilkab/Kodya dan BPKP Pusat (cq. Deputi Bidang Perencanaan dan Analisa) 
akan me-nerima Laporan Bulanan dari Inspektorat Departemen/Unit 
Perigawasan Intern Lembaga Pemerintah Non Departernen.  

3) Selanjutnya berdasarkan Laporan Bulanan yang telah diterimanya setiap 
bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya :  
(1) Kepala Bidang Perencanaan, Analisa dan Evaluasi pada Perwakilan BPKP 

Propinsi mempersiapkan Laporan Bulanan Gabungan (termasuk Laporan 
Bulanan dari Irwilprop dan Irwjlkab/Kodya) .yang disusun per Bidang 
Pengawasan dengan disertai Daftar Alasan Kelambatan Penerbitan 
Laporan untuk disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPKP Propinsi kepada 
Deputi Bidang Perencana- an dan Analisa (cq. Direktur Perencanaan 
Pengawasan) dengan tembusan kepada para Deputi Bidang Pengawasan 
yang bersangkutan.  

(2) Para Direktur membuat Laporan Bulanan gabungan dari (Subditnya 
masing-masing) dengan disertai Daftar Alasan Kelambatan Penerbitan 
laporan kepada Deputinya masing- masing dengan tembusan kepada 
Deputi Bidang Peren- canaan dan Analisa (cq. Direktur Perencanaan 
Pengawasan).  

4) Bentuk Laporan Bulanan Pelaksanaan PKPT dan Laporan Bulanan Pelaksanaan 
Pemeriksaan Khusus/Gabungan/Cary Over/Non Program Kerja beserta 
petunjuk pengisiannya dapat dipelajari pada Lampiran I dan Lampiran II. 
Sedang Daftar Alasan Kelambatan Penerbitan Laporan disusun per bidang 
pengawasan dengan kolom-kolom sebagai berikut :  

(1) Nomor urut  
(2) Nama Obyek Pemeriksaan  
(3) Batas Penerbitan Laporan  



 

 

(4) Alasan Kelambatan (yang dijelaskan secara terperinci sebab-sebab sampai 
terjadinya keterlambatan penerbitan laporan yang seharusnya terbit pada 
bulan pelaporan). 

(5) Untuk memudahkan pembuatan Laporan Bulanan perlu diselenggarakan 
Administrasi Perkembangan Pengawasan berupa tatan mengenai obyek 
pemeriksaan yang sedang diperiksa (SP) penyelesaian laporan (DL) dan 
laporan dikirim (LK) .  
Yang dimaksud dengan penyelesaian laporan (DL) adalah suatu proses 
penyelesaian laporan hasil pemeriksaan sejak pekerjaan lapangan telah 
selesai. penyusunan konsep laporan, review, pembicaraan dengan 
pimpinan obyek pemeriksaan,  
konsep laporan d1setujui oleh penanggungjawab, pemberian nomor dan 
tanggal laporan, pengetikan laporan,. review (kaji ulang) hasil 
penggandaan. penjiljdan penandatanganan lapor- an oleh 
penanggungjawab. pembuatan surat pengantar masalah, sampai laporan 
hasil pemeriksaan siap kirim. Setelah tahap ini baru tahap laporan dikirim 
(LK) .  
Dalam melaksanakan Administrasi Perkembangan Pengawasan tersebut 
dipergunakan formulir dengan kolom-kolom sebagai berikut :  
(1) Nomor urut   
(2) Nama Obyek Pemeriksaan  
(3) Sasaran Pemeriksaan  
(4) Rencana Pelaksanaan Pemeriksaan : diisi rencana penerbitan 

pemeriksaan menurut PKPT. 
(5) Rencana Penerbitan Laporan : diisi rencana penerbitan laporan menurut 

PKPT  
(6) Bulan, yang mempunyai 12 (dua belas) kolom bulan yaitu dari bulan 

Aprjl sampai dengan bulan Maret tahun berikutnya; pada kolom ini diisi 
status obyek pemeriksaan yang bersangkutan, yaitu SP, DL dan LK.  

(7) Nomor dan tanggal penyampaian laporan : diisi apablla laporan hasil 
pemeriksaan atas obyek pemeriksaan ber- sangkutan telah dikirimkan 
kepada yang berkepentingan yaitu dengan surat pengantar masalah.  
 
Catatan : CarryOver yang terjadi diteruskan pada tahun berikutnya 
dengan administrasinya ke tahun berikutnya.  

 
6 Atas laporan-laporan yang telah disampaikan kepada yang berkepentlngan maka 

Direktur dan Kepala Perwakilan BPKP Propinsi melaporkan rekapitulasi Realisasi 
Penerbitan Laporan yang terdiri dari realisasi berdasarkan PKPT dan realisasi 
pemeriksaan di luar PKPT,  
Laporan tersebut dibuat per Bidang Pengawasan dan dikirimkan bersama-sama 
dengan aporan Bulanan (pelaksanaan PKPT dan pelaksanaan pemeriksaan 
Khusus/Gabungan/Carry Over/Non Program) seperti telah dijelaskan 
sebelumnya.  
Bentuk laporan realisasi penerbitan laporan tersebut adalah  
sebagai berikut :   
(1) Realisasi Penerbitan Laporan berdasarkan PKPT  

a. Jumlah obyek pemeriksaan yang harus diperiksa sampai dengan bulan 
pelaporan (a)  

b. Jumlah laporan yang telah dikirim sampai dengan bulan lalu (b)  
c. Jumlah laporan yang telah dikirim bulan ini (jumlahnya sama dengan 

laporan bulan yang bersangkutan) (c)  
d. Jumlah laporan yang telah dikirim sampai dengan bulan laporan (b) +(c) 
e. Prosentase realisasi a)  Butir (d) terhadap butir (a) 

b) Butir (d) terhadap PKPT  
f. Sebab realisasi tidak sama dengan rencana sampal dengan bulan laporan 

:  
a)……………… 
b)……………… 
c)……………… 
dst 



 

 

 
g. Obyek-obyek pemeriksaan yang tldak mungkin lagi dapat dilaksanakan 

pemeriksaannya :  
a) ……………. 
b) ……………. 
c) …………… 
dst  

h. Obyek-obyek pemeriksaan yang laporan hasil pemeriksaannya akan 
terlambat terbit :  
a) …………… 
b) …………… 
c) …………… 
dst 

(2) Realisasi Pemeriksaan di luar PKPT  
a. Jumlah laporan yang dikirim sampai dengan bulan yang lalu  (a)  
b. Jumlah laporan yang dikirim dalam bulan laporan (jumlahnya sama 

dengan laporan bulanan yang bersangkutan) (b)  
c. Jumlah laporan yang dikirim sampai dengan bulan laporan (a) + (b)  

7) Berdasarkan laporan bulanan yang diterima dari :  
(1) Direktur  
(2) Kepala Perwakilan BPKP Propinsi  
(3) Irjen Departemen/Pimpinan Unit Pengawasan Intern Lembaga Pemerintah 

Non Departemen dan Lembaga lainnya,  
maka Direktorat Perencanaan Pengawasan pada Deputi Bidang Perencanaan dan 
Analisa membuat Laporan Perkembangan Pemeriksaan Bulanan yang meliputi 
seluruh kegiatan aparat pengawasan fungsional.  
Laporan tersebut paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya telah disampaikan 
kepada Kepala BPKP dengan tembusan kepada seluruh Deputi di lingkungan 
BPKP .  

 
Tabel belum dibuat 
 

PEDOMAN/PENJELASAN PENGISIAN LAPORAN BULANAN 
PELAKSANAAN PROGRAM KERJ A PENGAWASAN T AHUNAN 

 
Kolom (1)  : Jenis Bidang Pengawasan yang menjadi tanggung- jawab Unit BPKP 

yang bersangkutan.  
Kolom (2)  :  Nama Unit BPKP yang mengerjakan laporan bulanan atau yang 

bertanggungjawab (untuk laporan bulanan gabungan).  
Kolom (3)  :  Cukup jelas.  
Kolom (4)  :  Dicantumkan secara kronologis nomor urut obyek pemeriksaan 

yang dilaporkan (dari awal sampai dengan akhir tahun anggaran) 
dengan catatan bahwa satu obyek pemeriksaan hanya mempunyai 
satu nomor urut.  
Walaupun obyek pemeriksaan tersebut dilaporkan pada bulan 
berikutnya karena statusnya berubah (dari SP menjadi DL atau dari 
DL menjadi LK) nomor urutnya tetap sama dengan nomor ~ut 
bulan-bulan sebelumnya.  
Nomor urut obyek pemeriksaan yang bersangkutan akan hilang 
(tidak dilaporkan lagi) apabila laporannya telah diterbitkan dan 
disampaikan kepada yang berkepentingan dengan surat 
pengantar masalah.  
Cara pemberian nomor urut tersebut dimaksudkan untuk 
mempermudah pengontrolan mengenai status laporan dan jumlah 
laporan hasil pemeriksaan yang telah diterbitkan.  

Kolom (5)  :  Diisi bulan mulai pemeriksaan terhadap obyek pemeriksaan yang 
bersangkutan menurut PKPT .  

Kolom (6)  :  Diisi pada bulan mana laporan harus diterbitkan menurut PKPT .  
Kolom (7) :  Nama obyek yang diperiksa dicantumkan secara jelas dan 

konsisten selama bulan-bulan pelaporan.  



 

 

Kolom (8)  :  Sasarari pemeriksaan dicantumkan secara lengkap dan konsisten 
selama bulan-bulan pelaporan.  

Kolom (9)  :  Pada kolom ini diisi SP apabila obyek pemeriksaan yang 
bersangkutan pada bulan pelaporan statusnya masih dalam 
pemeriksaan.  

Kolom (10)  :  Pada kolom ini DL apabila pekerjaan pemeriksaan telah selesai 
dan pekerjaan dilanjutkan deng~n pe- nyusunan laporan, review, 
pembicaraan dengan obyek pemeriksaan, konsep laporan 
disetujui oleh Penanggungjawab Pemeriksaan, pengetikan (peng- 
gandaan), review hasil penggandaan, penjilidan laporan hasil 
pemeriksaan dan penandatanganan laporan hasil pemeriksaan 
oleh Penanggungjawab Pemeriksaan sampai selesai pembuatan 
surat peng- antar masalah dan siap kirim.  

Kolom (11),  
(12),  
(13) dan  
(14)  :  Kolom-kolom ini diisi apabila laporan hasil pemerik- saan telah 

diterbitkan dan telah disampaikan kepada yang berkepentingan 
disertai surat pengantar masalah masing-masing diisikan pada 
kolom (11), (12), (13) dan (14).  

Catatan :  
1. Apabila dalam bulan laporan status pekerjaan masih sama dengan bulan 

sebelumnya, maka obyek pemeriksaan yang bersangkutan tidak perlu 
dilaporkan.  

2. Laporan bulanan pelaksanaan PKPT hanya rnemuat pekerjaan yang berubah 
statusnya yaitu :  
1) Dari tidak/belum diperiksa menjadi sedang diperiksa (SP). .  
2) Dari sedang diperiksa (SP) menjadi sedang diselesaikan laporannya (DL).  
3) Dari diselesaikan laporannya (DL) menjadi laporan dikirim (KL).  

3. Apabila terjadi perubahan status lebih dari sekali dalam bulan pelaporan maka 
seluruh perubahan status tersebut perlu ditulis pada kolom-kolomnya yang 
bersangkutan. ,  

 
Tabel belum dibuat 
 
 
 


